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PENBARUANGD TANI

M I M B A R K O M U N P E T A N

agraria nasional kabar tani

FSPI bersama organisasi masyarakat Kemiskinan selalu mengintai rakyat Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)

terus menuntut Mahkamah Konstitusi Indonesia, penderitaan tak kunjung habis. membangun Pusat Pendidikan dan Pelatihan
(MK) untuk mencabut UU No. 7/2004 Kini kasus busung lapar melanda. Sementara | (Pusdiklat) di Bogor. Pusdiklat ini diperuntukkan
Tentang Sumber Daya Air. pemerintah terus mengadakan pertemuan bagi perkembangan pertanian berkelanjutan.

Keputusan Judicial Review, dan rapat-rapat, korban-korban Rencananya, Pusdiklat ini akan menjadi
menurut MK sendiri, segera mulai berjatuhan. Bukti bahwa pusat pendidikan dan pelatihan bagi
dikeluarkan. pemerintah tidak tanggap kepada anggota FSPI dari seluruh serikat-

rakyat? serikat.
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Kembali, Kebijakan Pertanahan
Tak Berpihak kepada Rakyat

ada tanggal 3 Mei 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan
P Peraturan Presiden No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepetingan Umum. Pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan
ini terutama masyarakat umum seperti pedagang kaki lima, penduduk miskin kota (urban),
petani-petani diberbagai daerah terhenyak, mengapa tidak? Kebijakan tersebut disinyalir
begitu represif dan akan merugikan rakyat banyak.

Peraturan Presiden No. 36/2005 yang ditetapkan walaupun dalam konsiderannya
menggunakan UUPA 1960, namun secara substansi dan filosofis perpres tersebut
bertentangan dengan UUPA 1960. Juga mengabaikan hak-hak rakyat atas tanah bahkan
sangat represif dan agresif hanya untuk memenuhi kepentingan segelintir orang pemilik
modal. Kitadapatmenilaiperpres 36/2005 sebagai berikut:

Pertama, latar belakang keluarnya Perpres 36/2005 bukan didasari untuk kepentingan
pembangunan bagi kemaslahatan rakyat banyak. Perpres 36/2005 dimaksudkan untuk
sekedar memperlancar masuknya investasi swasta baik asing maupun dalan negeri bagi
pembangunan infrastruktur yang ber-orientasi profit (lihat pidato Presiden di pertemuan
KADIN). Hal ini dapat dilacak dari hasil-hasil infrastruktur summit Januari 2005, dimana
komitment pemerintah untuk menjamin secara hukum kemudahan-kemudahan bagi
kegiatan penanaman modal.

Kedua, dalam perpres pencabutan hak atas tanah (pasal 3) walaupun ditetapkan dengan
berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah, tetap saja pemilik hak atas
tanah akan dilanggar hak-hak ekonomi, budaya dan sosialnya yang dijamin dalam UUD RI
1945. juga menempatkan posisi masyarakat sebagai yang anti pembangunan. Untuk itu
seharusnya pemerintah menjalankan fungsinya menjamin penguasaan dan kepemilikan
tanah/lahan bagi rakyat sesuai ketentuan yang terkadung dalam UUPA 1960, bukan justru
mencabut hak milik rakyat.

Ketiga, kepentingan umum yang dimaksudkan oleh perpres 36/2005 sama sekali tak
menyebutkan atau menjelaskan sejauh mana ruang lingkupnya, dengan kata lain tidak
mempunyai batasan. jenis kepentingan umum dalam perpres (pasal 5) diperluas menjadi 21
point. Padahal kita tahu dari 21 point tersebut selama ini dalam prakteknya sudah banyak
yang dilakukan oleh swasta bukan oleh  pemerintah sebagai pemiliknya. Seperti
pembangunan jalan tol, telekomunkasi dan tidak menutup kemungkinan untuk sarana
olahraga golf, rumah sakit swasta, pasar-pasar modern (trade center) yang sekarang ini
makin menjamur.

Keempat, mekanisme peradilan yang ditentukan dalam Perpres untuk menyelesaikan
masalah pencabutan hak atas tanah hanya sekedar pemenuhan wacana demokrasi dan
prinsip hukum belaka. Karena sejati-nya masyarakat tak mempunyai posisi tawar apapun
dihadapan pengadilan yang dibentuk untuk itu.

Kelima, pada bab I pasal 1 ayat 11 disebutkan persoalan ganti rugi non-fisik namun ada
kontradiksi pada pasal lainnya yaitu pasal 12 dan 13, yang tidak menyebutkan lebih lanjut
yang dimaksudkan pada pasal 1 itu. Padahal banyak persoalan nonfisik yang lebih berharga
daripada bentuk-bentuk yang ditentukan dalam perpres itu, seperti sistem sosial yang sudah
terbentuk, kekerabatan, keamanan dan jarak dari tempat kerja atau lahan ekonominya. Juga
tak ada jaminan bahwa kehidupan yang tergusur akan lebih baik setelah diambil tanahnya.

Tiada kata lain di serukan bagi organisasi rakyat tani-nelayan dan buruh yang terdidik
bersama para pakar, akademisi, mahasiswa, pemuda, miskin kota serta masyarakat luas
tanpa memandang latar belakang untuk segera malakukan menentang perpres 36/2005. Juga
kita segera menagih janji Presdiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M. Yusuf
Kalla untuk melaksanakan reforma Agraria yang sejati. (ay)

@& tanggap

Penguasa yang mabuk kekuasaan

Assalamu'alaikum Wr. Wh.

Hidup Petani!!

Dalam beberapa bulan terakhir ini, saya lihat di televisi dan di koran-koran
tentang maraknya berita aksi-aksi yang dilakukan oleh kaum tani di bumi maha
kaya agraria ini. Khususnya tentang aksi penolakan terhadap Perpres 36 tahun
2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum, Artinya memang kita sebagai petani harus bersatu padu
dalam menyuarakan aspirasi untuk menentang dan melawan semua kebijakan
pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat/kaum tani. Saya
sampaikan salut buat kawan-kawan petani yang tetap konsisten dan teguh dalam
memperjuangkan hak-hak kaum tani, dalam surat ini saya juga sampaikan
kepada pemerintah bahwa : “penguasa yang zhalim adalah penguasa yang tetap
membiarkan kehidupan rakyat-nya sengsara dan tertindas”.

Roni, Cirebon

Organisasi tani yang kuat

Sebentar lagi musim panen padi di beberapa daerah tiba, jelas dengan rasa suka
cita kita sambut musim panen ini. Rumah dan gudang kita akan terisi penuh
oleh tumpukan karung padi, Ayam dan tikuspun ikut gembira pada musim
panen. Tetapi dibalik kebahagiaan panen ini tersirat kegalauan di hati kami
sebagai petani, pasalnya adalah dari tahun ke tahun, dari panen ke panen harga
gabah/padi selalu rendah atau murah, sementara ongkos produksi sangat mahal,
pupuk mahal, sewa tanah mahal, biaya traktor mahal. Makanya dari dulu
sampai sekarang kehidupan kami selalu pas-pas an Cak mano nian pemerintah
kito ni (=bagaimana pemerintah kita ini, red)? Artinya menjadi penting agar
masyarakat tani didesa-desa, kampung-kampung untuk bersatu padu dalam
organisasi tani yang kuat dan militan, untuk mengeluarkan kita dari lembah
ketertekanan selama ini. Tanpa itu semua mustahil petani akan bahagia.

Rustikno, Pemulutan Ulu, Ogan Ilir Sumatera Selatan
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FSPI mewakili petani, bersama organisasi masyarakat lain melakukan aksi menolak UU No. 7/2004. Terlihat massa sedang merapatkan barisan menuju Mahkamah Konstitusi di Jakarta (10/05/2005)

DUKUNG MAHKAMAH KONSTITUSI

UNTUK MENCABUT UU NO.7/2004

Beberapa ormas
mengadakan aksi
pada hari Selasa, 10
Mei 2005 berkenaan
dengan judicial review
UU No.7/2004.
Federasi Serikat
Petani Indonesia
(FSPI) bersama
organisasi masyarakat
lain merasa harus
menekan Mahkamah
Konstitusi (MK) untuk
mencabut UU ini.
Keputusan akan
dicabut atau tidaknya,
menurut MK sendiri,
segera dikeluarkan.

isela-sela menuju diputuskannya hasil
Djudicial review UU No. 7/2004 tentang

Sumber Daya Air, beberapa organisasi
melakukan aksi sekaligus menyerahkan ke
Mahkamah Konstitusi (MK) sebuah dokumen
yang berisi petisi lebih dari 1.000 orang yang
mendukung dicabutnya UU tersebut. Aksi ini
menarik perhatian warga Jakarta yang
melintas di depan Gedung MK, karena
ikutnya 4 buah “ondel-ondel betawi”, boneka
besar khas betawi yang didalamnya terdapat
orang. Dengan tabuh-tabuhan aksi berjalan
lebih menarik.

Air merupakan kebutuhan utama makhluk
hidup. Air dibutuhkan tidak hanya untuk
mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari,
tetapi juga untuk kepentingan pertanian,
untuk industri, lingkungan, transportasi dan
lainnya. Oleh karena itu air merupakan Hak
Asasi Dasar Manusia yang diakui oleh
sejumlah konvensi internasional. ltulah
penggalan dari pernyataan pers bersama
dalam aksi yang dilaksanakan pada tanggal
10 Mei 2005, dari beberapa organisasi
termasuk Federasi Serikat Petani Indonesia

(FSPI), WALHI Jakarta, Koalisi Anti Utang,
UPC Jakarta, Laskpesdam NU, PSAP
Muhammadiyah dan lainnya yang
memperkarakan UU No 7/2004 tentang
Sumber Daya Air ke Mahkamah konstitusi
agar di cabut.

Para ormas, LSM dan organisasi agama ini
menyatakan bahwa, "sejak awal pembahasan
UU SDA ini sudah kita wanti-wanti, karena
kita mengetahui bahwa peranan Bank Dunia
begitu besar campur tangannya, sudah
seharusnya pemerintah memenuhi hak
konstitusi rakyat yang terkandung dalam
UUD RI 1945”, kata Yudis dari KMAI.

Memang menurut catatan Pembaruan Tani,
sejak tahun 2003 lalu banyak kalangan yang
menolak Undang-Undang Air ini. Achmad
Ya'kub dari FSPI menuturkan, "Sejak
beberapa tahun lalu ketika belum diputuskan
bahwa kita menentang UU SDA, kita telah
mendatangi DPR RI, Menkimpraswil serta
sampai saat ini sebagai upaya terakhir di
judicial review-kan ke MK”. Begitu banyaknya
kecaman, masukan dari masyarakat umum
termasuk intelektual tidak mendapat respon

ndang-undang No. 7 Tahun 2004
U merupakan salah satu produk hukum

yang secara terburu-buru disahkan.
Keluarnya UU ini pada awal tahun 2004
mengejutkan banyak pihak, karena prosesnya
dinyatakan tidak cukup demokratis melalui
tangan DPR. “Terkesan memaksa dan tergesa-
gesa, lagipula pasal-pasalnya tidak cukup
rasional melihat permasalahan air di
Indonesia,” ujar Achmad Ya'kub dari FSPI.

UU ini sangat meresahkan petani, serta
rakyat kecil. Hal ini disebabkan oleh air yang
merupakan hajat hidup orang banyak, dengan
berlakunya UU ini air dinilai sebagai komoditi
belaka. Air tak lain benda komersil yang
diperjualbelikan.

FSPI sendiri mencium perjanjian WTO dalam
Water Resources Structure Adjustment Loan
(WATSAL) sebagai jerat neoliberalisme
berkedok bantuan. Dengan inilah lancar
masuknya penjajahan baru, bahkan terhadap
sumber daya yang harusnya mutlak dimiliki
rakyat.

Karena hal-hal inilah aksi tanggal 10 Mei 2005
dilancarkan. Sebuah UU bisa saja dicabut oleh
Mahkamah Konstitusi (MK), asal diperkarakan
oleh rakyat dengan minimal 1000
penandatangan petisi. Hal ini sudah
diperkarakan sejak tahun lalu oleh berbagai
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sedikitpun dari pihak legislatif maupun
eksekutif, mereka lenggang kangkung saja--
tambah A. Ya'kub.

Di tempat terpisah Muhammad Ismail
Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia
menyatakan bahwa dengan adanya UU
Sumber Daya Air itu,” Pemerintah malah
mengurangi perannya dalam pelayanan
penyediaan air, air diserahkan kepada hukum
pasar dan perusahaan swasta, lalu berlaku
hukum ekonomi tentang kelangkaan semakin
langka semakin tinggi harga yang dikenakan.
Lihat saja harga air lebih mahal dari harga
minyak”.

Sedangkan kalangan legislatif ataupun
pemerintah menerangkan bahwa UU SDA ini
tidak ada sangkut pautnya dengan Bank
Dunia, mereka mendasarkan bahwa sebagian
besar rakyat Indonesia kesulitan akses
terhadap air bersih maka harus diatur dengan
baik, jadi tidak ada istilah privatisasi.
Pernyataan itu segera dibantah keras oleh
aktivis lingkungan WALHI, P. Raja Siregar
menurutnya secara tegas UU SDA itu
memberi ruang kepada swasta
penyelenggaraan air. "Baca saja pasal 9, 10,
26, 40, 41, 45, 80 serta pasal-pasal lainnya
yang berkaitan, pasal dan ayat itu
mengingkari penghargaan terhadap HAM dan
memugkinkan penguasaan sumber-sumber air
oleh swasta atau pemodal termasuk pemodal
asing”. Pemikiran yang terkandung didalam
UU SDA tersebut berpaham liberal (pasar)
dari Bank dunia. (mi)

organisasi masyarakat.

Dalam kasus UU No. 7/2004 ini,
keputusannya sendiri di masa depan
cenderung menyakitkan bagi yang

memperkarakan. Dalam aturannya, UU ini
bila diputuskan berlaku terus maka tidak akan
dapat diperkarakan lagi (untuk dicabut).
Untuk itu kita harus memperkuat barisan dan
terus mengumpulkan bukti keburukan UU ini
bila dilaksanakan.

Bukti-bukti sudah kuat. 10 Perusahaan Air
Minum (PAM) sudah diprivatisasi. UU ini
terbukti melanggar pasal 33 UUD 1945 yang
notabene lebih tinggi kekuatan hukumnya.
UUD 1945 sendiri menjamin seluruh isi bumi,
air dan kekayaan alam yang ada untuk
digunakan sebesar-besarnya demi
kesejahteraan rakyat. Jika kemungkinan air
bisa diprivatisasi dan merupakan komoditi,
bukankah air hanya dimiliki oleh pihak yang
memberi nilai ekonomi terbesar?

Di depan Mahkamah Konstitusi, rakyat
berteriak “Rakyat bersatu, dukung konstitusi.
Rakyat bersatu, tolak privatisasi.” Cukup
sudah derita petani dan rakyat karena air. MK
dituntut agar mendengar suara petani dan
rakyat, dan menjatuhkan putusan yang adil.

(mi)
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APBN-P 2005 Harus Berpihak kepada Petani dan Rakyat Kecil

Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Perubahan
(APBN-P) 2005 dianggap
tidak berpihak pada petani.
Tidak ada visi yang jelas
terhadap pembangunan
pertanian, dan ditengarai
disusupi oleh agenda
neoliberalisme. Federasi
Serikat Petani Indonesia
(FSPI) bersama organisasi
masyarakat lain menggugat
hal ini, agar APBN yang
selama ini tidak dirasakan
oleh rakyat kecil berpihak
kepada rakyat.

ulai awal Mei kemarin, mulai
tersebar berita di tengah
masyarakat bahwa pemerintah

akan mengadakan perubahan terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) 2005. Prosesnya sendiri
sudah pada tahap pembuatan Rancangan
Undang-Undang (RUU) di DPR.

“Sebagaimana yang Kkita ketahui,
APBN sebagai undang-undang (UU)
harus patuh pada konstitusi dasar
Indonesia, yaitu UUD 1945. Koalisi Anti
Utang (KAU) menggugat hak-hak rakyat
yang harus dipenuhi pemerintah yaitu
pangan, pendidikan, kesehatan,
pekerjaan, dan sebagainya. Hak-hak
inilah yang tidak dipenuhi dalam
susunan APBN-P 2005. Padahal jelas
dalam UUD 1945, jaminan terhadap
pangan, sandang, papan, pendidikan, dan
kesejahteraan itu ada”, begitu
keterangan Ardi dari KAU.

“Yang lebih aneh lagi, Rp 110,8 trilyun
malah digunakan untuk membayar utang
serta dilanjutkan dengan membuat utang
baru”, tambah Dani dari KAU. Rp 110,8

trilyun itu saja menggerogoti alokasi
APBN lebih dari 29%. FSPI sendiri
berpikir, bagaimana jika dana tersebut
digunakan untuk pembangunan
pertanian dan pedesaan, dan pemerintah
jangan terjebak oleh utang baik dalam
maupun luar negeri.

Ekonom Bustanul Arifin, mengatakan
bahwa APBN-P 2005 ini berpotensi
melanggar konstitusi, berasumsi tidak
realistis (harga minyak dunia dan
patokan kurs dollar), berpotensi
menciptakan konflik dalam kabinet, juga
bertentangan dengan visi dan misi
presiden.

“Dan tentunya, rancangan APBN-P
2005 ini tidak aspiratif terhadap
kepentingan orang miskin”, ujar dia.
Rencana pembangunan pertanian tidak
memiliki visi yang jelas. Sementara
subsidi pupuk dan benih malah diberikan
kepada perusahaan, bukan kepada
petani.

FSPI menggugat agar APBN-P 2005
dan rencana anggaran negara
selanjutnya agar lebih berpihak pada

petani, tidak disusupi agenda
neoliberalisme seperti yang tercantum
dalam aspek kebijakan pro-growth, pro-
employment dan pro-poor, juga lebih
aspiratif terhadap kepentingan rakyat.

Dalam proses penyusunannya APBN
juga seharusnya mengadakan satu
tahapan yang disebut musrenbang
(musyawarah perencanaan
pembangunan) di tingkat kelurahan.
Namun petani tidak pernah ikut di
dalamnya, seakan-akan pemerintah
menganggap aspirasi rakyat kecil ini
kayak angin lalu saja.

Proses gugatan ini akan terus
berlanjut, dan FSPI sebagai organisasi
petani akan terus juga menyuarakan
kepentingan rakyat. Diharapkan
prosesnya bisa sampai hearing dengan
DPR, advokasi parlemen,
penandatanganan petisi dan dukungan
masyarakat, untuk mewujudkan
anggaran yang berpihak pada rakyat.

(mi)

Presiden di Jakarta. Aksi besar ini sehari

sebelumnya sudah dimulai oleh buruh-buruh
di Tangerang. Seruan yang mereka teriakan antara
lain, naikkan upah, stop eksploitasi dan WTO
menyengsarakan buruh dan petani. Kaum buruh juga
menyerukan agar pemerintah menghentikan
privatisasi perusahaan dan asset milik negara.

Setiap tanggal 1 Mei, kaum pekerja di seluruh
dunia memperingati hari buruh sebagai simbol
perlawanan atas modal yang semena-mena. Hari
peringatan yang lebih populer dengan sebutan May
day itu, menjadi momen untuk mempersatukan
gerakan buruh.

Dalam tuntutannya, Koordinator Gabungan Serikat
Buruh Independen (GSBI), menyatakan,”Kaum
Buruh, baik yang di pabrik, perkebunan, pertanian,
yang telah begitu banyak menyumbang bagi
pembangunan ekonomi Indonesia, kehidupan dan
nasibnya tidak mengalami perubahan, bahkan
semakin hari semakin memburuk, lebih tertindas,
terhisap dan lebih rendah dari mesin-mesin pabrik
yang selalu mendapatkan perawatan dari
perusahaan”.

Sutrisno, Ketua Serikat Buruh Jabotabek (SBJ),
menambahkan,”Jam kerja yang panjang, minimnya
jaminan sosial bagi buruh dan keluarga, buruh
kontrak, PHK sewenang-wenang. Semua itu masih
saja dihadapi oleh kaum buruh di Indonesia.”

Memang sudah seharusnya buruh-buruh yang
tinggal diperkotaan, pinggiran kota ataupun
diperkebunan mendapatkan gaji yang layak dan
jaminan kesehatan. Selama ini kehidupan buruh
begitu mengenaskan, tempat tinggal buruh-buruh
pabrikan di berbagai daerah pinggiran jauh dari layak
huni. Sanitasi buruk, akses air bersih tak ada dan
rawan penyakit menular. Hal itu akibat dari jaminan
sosial dan jaminan kesehatan bagi buruh sangat
minim.

Selain di Jakarta, aksi-aksi serupa juga banyak
digelar diberbagai daerah lainnya. Seperti di Malang
Jawa Timur, Palembang, Banten, Yokyakarta dan
Bandung. Aksi may day juga di ikuti berbagai
organisasi kepemudaan, petani, mahasiswa. “Kita
semua berkumpul didepan istana, mendesak presiden
agar berpihak kepada buruh. Jangan hanya kepada
perusahaan,” dengan lantang dikatakan Jeck, ketua

o
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organisasi kepemudaan FPPI. "Persoalan kaum buruh
begitu banyak dan mendasar. Ditambah lagi dengan
biaya pendidikan yang mahal, kesehatan yang tak
memadai, maka tak ada alasan kalau pemerintah tak
melindungi kaum buruh,” tambahnya.

Salah satu yang dibutuhkan buruh seperti yang
diutarakan GSBI dalam pernyataan sikapnya adalah
tersedianya lapangan pekerjaan dengan upah yang
layak, dengan cara membangun dan memperkuat
Industrialisasi nasional yang tangguh, lepas dari
unsur modal asing dan dikelola oleh pemerintahan
yang bersih, demokratis dan berpihak sepenuhnya
pada kepentingan rakyat.

Hal tersebut bukanlah hal yang ngawur dan
mustahil asalkan pemerintah betul-betul berani dan
mandiri. Karena, untuk membiayai program
industrialisasi nasional yang tangguh, mandiri dan
tidak didikte oleh negara asing untuk kepentingan
program ekonomi-politik negara-negara imperialis,
pemerintah harus berani menyetop pembayaran
hutang Luar Negeri. Pemerintah juga harus berani
memutuskan hubungan dengan Bank Dunia, IMF,
CGI, WTO dan ADB serta menangkap, mengadili dan
menyita seluruh harta para koruptor yang telah
merugikan negara dan menyengsarakan rakyat
banyak

Tanpa membangun serta memperkuat
industrialisasi nasional yang tangguh dengan seluruh
kebijakan ekonomi dan politik yang sepenuhnya
berpihak pada kepentingan rakyat, maka selama-
lamanya kondisi ekonomi politik dan budaya
Indonesia akan terus terbelakang dan akan terus
tergantung pada negara-negara imperialis yang
dipimpin oleh Amerika Serikat. Padahal negara-
negara tersebut jelas-jelas telah menghisap kekayaan
alam Indonesia dan meyengsarakan rakyat Indonesia.
Demikian pernyataan sikap yang dibacakan GSBI.

Organisasi buruh dalam aksinya juga menuntut
agar perusahaan-perusahaan menghentikan PHK,
menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing.
Pemerintah harus memberikan perlindungan bagi
Buruh Migran Indonesia (BMI) di luar negeri dan
keluarganya secara serius. Pemerintah juga harus
menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis untuk
rakyat dan menolak campur tangan IMF, Bank
Dunia, CGI, WTO, ADB dalam kebijakan ekonomi
nasional. (ay)

NONSENS,

REVITALISASI
PERTANIAN TANPA
PEMBARUAN
AGRARIA

aru-baru ini
B revitalisasi

memperkokoh landasan utama bagi pembangunan.
Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan,” Untuk
melakukan revitalisasi pertanian diperlukan investasi yang
sangat besar. Hal ini diharapkan akan mencapai target
pertumbuhan sektor pangan 0,89 persen, holtikultura 3,38
persen, perkebunan 6,27 persen dan peternakan sekitar 4,5
persen.” Investasi yang diperlukan untuk semua itu telah
ditetapkan sebesar Rp. 14,40 triliun dari semula yang Rp. 13,37
triliun, artinya ada kenaikan 3,5 persen.

Program revitalisasi ini telah direncanakan sampai pada
tingkat kongkritnya. Salah satunya antara lain pembangunan
infrastruktur dasar pedesaan yang memadai, seperti irigasi,
jalan, kelistrikan dan jembatan. Juga kebijakan mengenai
pertanahan dan peruntukan wilayah pertanian untuk
menghindari tumpang tindih dengan penggunaan lahan non-
pertanian, kebijakan ketahanan pangan dan terakhir insentif
bagi industri pertanian dengan keringanan pajak.

Menteri Pertanian juga mengigatkan dan menghimbau
kepada seluruh sektor untuk berkomitmen dan terlibat aktif
dalam program ini. Karena, revitalisasi pertanian tak mungkin
berhasil tanpa dukungan semua pihak.

Sementara itu, kalangan mesyarakat berpendapat lain.
Sumaeri, Ketua Presidium Federasi Serikat Petani Indonesia
(FSPI) disela-sela pertemuannya dengan petani di Pekalongan
mengatakan, “Kebijakan pemerintah yang mulai melirik
kepada sektor pertanian diharapkan menjadi titik awal bagi
pembangunan pertanian yang maju. Namun patut disayangkan
revitalisasi ini melulu bicara mengenai industri pertanian,
investasi yang besar dan kebijakan pangan yang jauh dari
rakyat.”

Sedangkan Sekjen FSPI Henry Saragih mengatakan,
“Kebijakan pertanian (termasuk kelautan dan Kehutanan)
harus menjadi dasar dan pijakan umum bagi pembangunan di
Indonesia. Mengingat pertanian merupakan penghidupan bagi
lebih dari 60 persen penduduk Indonesia. Diantara 60 persen
hampir lebih dari 80 persen adalah petani gurem dan buruh tani
yang mengelola rata-rata 0,3 hasampai 0,5 ha.”

“Inilah pekerjaan utama kita sebagai bangsa agraris,
laksanakan pembaruan agraria sejati terlebih dahulu maka
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai seperti
terpenuhinya pangan yang cukup bagi seluruh bangsa dan
kehidupan di pedesaan yang maju,” tambah Henry.

Sekretariat Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) di
Jakarta, sekali lagi menekankan bahwa sebelum
dilaksanakannya program pembangunan pertanian haruslah
selesai terlebih dahulu pembaruan agrarianya. Jangan sampai
keberpihkan pemerintah hanya ditujukan kepada investasi dan
industri besar saja yang nanti bisa dipastikan akan menambah
utang negara. Indikasi akan utang ini sudah jelas, dengan
proposal yang dikirimkan menteri pertanian kepada Islamic
Development Bank (IDB) sebesar US$ 1,5 miliiar dollar. (ay)

pemerintah mencanangkan program



MAAF
KAMI
LAPAR!

Kemiskinan selalu mengintai rakyat Indonesia,

penderitaan tak kunjung habis. Kini kasus busung lapar
melanda. Sementara pemerintah terus mengadakan pertemuan
dan rapat-rapat, korban-korban mulai berjatuhan. Bukti bahwa
pemerintah tidak tanggap kepada rakyat?

bulan, matanya cekung menatap

moncong kamera para juru foto yang
diarahkan kepada dirinya. Tubuhnya yang
ringkih sesekali bergerak lamban. Warna
kulitnya pucat pasi, perutnya buncit seperti
pria dewasa yang kelebihan lemak. Tapi
buncitnya bukan dari kelebihan makanan,
ia menderita busung lapar. Para ahli
menyebutnya gizi buruk.

Sebenarnya sudah sejak lama ia terlihat
lemah, namun orang tuanya enggan
membawa llham ke Puskesmas. Alasannya
sungguh Klasik, tak punya uang! Memang
kedua orang tua Ilham hanyalah buruh tani
di propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
yang bekerja serabutan. Jangankan
memikirkan kesehatan, untuk sekedar
bertahan hidup saja sudah megap-megap.
Akibatnya fatal, anak tersayangnya harus
menderitabusung lapar.

Di negeri yang katanya gemah ripah loh
jinawi ini, kemiskinan masih merajalela di
setiap pelosok daerah. Apalagi kasus
busung lapar merebak di NTB yang
menyandang status daerah surplus beras.
Bila saja kasus ini tidak diangkat oleh
media, mungkin para penguasa tak akan
mengungkapkan secara terbuka. Kasus
memalukan seperti ini, sepertinya hanya
dianggap hal kecil. Mereka tidak menyadari
bahwa kemiskinan sudah menampakkan
diri di ujung hidung. Terbukti sejak
diberitakan akhir Mei lalu, kasus busung
lapar langsung meruak di berbagai daerah.

Itu yang terungkap di media.
Kenyataanya mungkin lebih besar lagi, bisa
puluhan, ribuan, mungkin jutaan anak
menderita gizi buruk di Indonesia. Di mulai
dari NTB, beberapa hari kemudian busung
lapar ditemukan dimana-mana. Bahkan di
Jakarta, halaman depan pusat kekuasaan,
busung lapar ditemukan juga. Juga bukan
sebuah kemustahilan kalau disamping
rumah anda saat ini ada seorang balita yang
tergolek lemah dengan perut membuncit!

Baru setelah bayi-bayi mengenaskan itu
terpajang di halaman depan surat kabar,
pemerintah berlagak panik. Rapat digelar,
bantuan segera direncanakan. Mungkin
agar terkesan lebih peka. Kita tahu,
walaupun tindakan emergensi itu penting,
sebenarnya tugas pemerintah yang utama
bukan untuk menjadi pahlawan kesiangan.
Banyak hal yang bisa dilakukan, agar
kasus-kasus seperti ini tidak terjadi.

Belum habis keheranan kita dengan
fenomena ini, muncul komentar yang lebih
menyakitkan lagi. Seperti di lansir Suara
Pembaruan (14/6), Menteri Kesehatan Siti
Fadilah Supari menyatakan kasus busung
lapar yang melanda berbagai daerah belum
dikategorikan bencana nasional. Sebab
penyakit ini hanya muncul di beberapa
daerah sajasepertiNTT.

Padahal beberapa media mengabarkan

I Iham, seorang anak laki-laki berusia 15

kasus gizi buruk ditemukan juga di berbagai
tempat di Indonesia (lihat boks). Untuk
wilayah NTB dan NTT saja, harian Kompas
(14/6) mencatat 21 bayi meninggal di NTB
dan 20 orang di NTT. Memang pemerintah
sibuk menyiapkan berbagai program untuk
mengantisipasi bertambahnya penderita.
“Tiga hari lagi kami akan melakukan rapat
kerja teknis dengan seluruh bupati dari
NTB dan NTT untuk membicarakan
bagaimana mengantisipasi bertambahnya
penderita gizi buruk. Itu untuk jangka
panjangnya. Kalau jangka pendek, kami
sudah memberikan makanan tambahan
sehingga penderita gizi buruk tidak perlu
dikhawatirkan lagi,” kata Menteri
Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi
Sihab.

Seandainya saja anak-anak itu bisa
bicara, mungkin mereka akan berkata,
“Sudah selesai rapatnya? Maaf, kami lapar!”

(cr)
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Korban meninggal akibat busung lapar (marasmus kwarsiorkor) di Propinsi Nusa Tenggara

Barat (NTB) terus meningkat. Kasus ini dipandang cukup aneh oleh masyarakat, karena selama

ini NTB termasuk salah satu lumbung padi di Indonesia. Menurut Federasi Serikat Petani Indonesia
(FSPI) kesalahan ini ada pada kebijakan pangan yang mengandalkan ketahanan pangan

(food security), namun tidak memperhatikan kemiskinan dan daya beli petani serta rakyat kecil
yang sangat lemah. Kasus busung lapar di Indonesia, terutama di NTB adalah bukti

bahwa kebijakan ketahanan pangan tidak dapat diandalkan lagi. Rakyat menjerit karena

mereka tidak memiliki kedaulatan terhadap hak mereka, yaitu hak untuk mendapatkan pangan.
Untuk itulah FSPI menuntut pemerintah untuk menegakkan kedaulatan pangan (food sovereignty).

KELAPARAN DI BERBAGAI TEMPAT

ekonomi terlihat dari sebaran kasus busung

lapar, kurang gizi, dan kelaparan di berbagai
wilayah. Menteri Kesehatan menyebutkan 8 persen
balita di negeri ini mengidap gizi buruk, khusus Nusa
Tenggara Barat persentasenya mencapai 10 persen.
Menkes tidak menyebutkan berapa jumlah balita di
Indonesia saat ini. Namun berdasarkan data Badan
Pusat Statistik, jumlah anak usia 0-4 tahun
mencapai 20,87 juta pada 2005. Artinya, jumlah
balita yang menderita busung lapar saat ini sekitar
1,67 juta jiwa. Untuk menelusuri kasus-kasus
busung lapar, berikut beberapa kutipan pemberitaan
yang dihimpun dari berbagai media masa:

P otret muram kemiskinan dan ketidakadilan

DKI Jakarta

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menemukan
sekitar 8.455 balita menderita gizi buruk (Suara
Pembaharuan, 11/6/05).

Boyolali, Jawa Timur

Seribu seratus kepala keluarga (KK) di Kecamatan
Juwangi, Kabupaten Boyolali dilaporkan sebagai
penduduk yang mengalami kekurangan pangan.
Dari jumlah keluarga sebanyak itu, terdapat 716
balita yang bergizi

buruk. Mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan
makannya satu kali dalam sehari. "Dari 2.300 KK
yang termasuk keluarga miskin, 1.100 diantaranya
sebagai keluarga yang miskin pangan. Mereka ini
hanya

makan sekali dalam sehari padahal, kan,normalnya
sehari tiga kali,"ujar Camat Juwangi, Bambang
Pujiko (Tempo Interaktif, 10/6/05).

Jawa Timur

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
Bambang Giatno menyatakan, dua persen atau
1.700 anak balita di provinsi ini menderita
kekurangan gizi. Penyebabnya, ekonomi
masyarakat yang rendah dan distribusi

konsumsi yang tidak merata. la menjelaskan, di
Jawa Timur 19 persen atau 7,1 juta jiwa penduduk

masih hidup di bawah garis kemiskinan. Daerah-
daerah yang warganya banyak mengalami
kekurangan gizi yaitu

Kediri, Situbondo dan Bangkalan(Tempo Interaktif,
7/6/05).

Situbondo, Jawa Timur

Kabupaten Situbondo, memiliki penderita penyakit
busung lapar terbanyak di Jawa Timur. Sejak
Januari hingga Juni 2005, di wilayah Situbondo
tercatat 71 balita mengalami gizi buruk, dan 40
lainnya mengalami gizi kurang (Tempo Interaktif,
8/6/05).

Sambas, Kalimantan Barat

Sembilan kecamatan dari 13 kecamatan di
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sampai kini
masih berstatus rawan gizi buruk. Di sembilan
kecamatan itu terdapat 404 anak berumur di bawah
lima tahun yang

menderita gizi buruk, 176 anak di antaranya sedang
dalam perawatan

intensif(Kompas 9/6/05)

Nusa Tenggara Timur

Jumlah anak balita penderita gizi buruk dan busung
lapar di NTT terus bertambah. Jika Senin (6/6/05)
lalu tercatat penderita gizi buruk 11.015 orang dan
busung lapar 128 orang, kemarin bertambah, yakni
menjadi 11.031 penderita gizi buruk dan 140
penderita busung lapar. Dengan demikian, jumlah
penderita gizi buruk sudah 67.531 orang (Kompas,
9/6/05).

Tercatat 699 anak menderita busung lapar, 13 di
antaranya sudah meninggal. Kondisi anak-anak
yang tak tumbuh sehat juga menjadi pemandangan
di sejumlah kawasan di Nusatenggara Timur.
Jumlah anak yang menderita gizi buruk dan busung
lapar mencapai 66.680 anak. Sebanyak 131 anak di
antaranya sudah positif busung lapar. Korban tewas
pun terus berjatuhan. (Liputan6.com, 15/6/05)
Sumatera Barat

Kasus bayi dan anak balita gizi buruk menimpa
sekitar 54.000 bayi dan anak balita di Sumatera
Barat (Kompas, 9/6/05)

Tegal, Jawa Tengah

Kasus gizi buruk atau busung lapar juga ditemukan
di Kota Tegal, Jawa Tengah. Sedikitnya empat anak
balita dirawat di RSU Kardinah (Kompas, 9/6/05)

Pekalongan, Jawa Tengah

Sedikitnya 20.731 warga Kota Pekalongan masih
tergolong masyarakat miskin. Hingga saat ini, balita
telantar sebanyak 10 orang, anak jalanan 548
orang, dan anak telantar sebanyak 380 orang
(Kompas, 8/6/05).

Majalengka, Jawa Barat

Dalam kurun waktu enam bulan terjadi peningkatan
jumlah keluarga miskin di Kabupaten Majalengka
sebanyak 151.000 jiwa (Kompas, 13/6/05)

Nusa Tenggara Barat

Di Lombok Barat, baru-baru ini tercatat 133 balita
bergizi buruk dan mengalami busung lapar.
Sementara di Lombok Timur ada 175 balita, di Kota
Mataram terdapat 23 anak, serta Lombok Tengah
tujuh bocah. Dari jumlah itu, delapan di antaranya
meninggal dunia. Secara keseluruhan di NTB jumlah
bocah di bawah usia lima tahun (balita) menderita
gizi buruk dan busung lapar mencapai 338 orang
dan tersebar di beberapa kabupaten. Meski baru
terdata 338 kasus, Dinkes setempat memperkirakan
jumlah penderita bisa bertambah.
(Liputan6.com,15/06/05)

Mataram, Nusa Tenggara Barat

Jumlah korban meninggal kasus busung lapar di
Nusa Tenggara Barat (NTB) bertambah dari 19
menjadi 21 Balita pada Sabtu (11/6), dari 699 kasus.
Secara kuantitatif, menurut Wakil Gubernur NTB
Bonyo Thamrin Rayes. (Tempo Interaktif, 11/6/05)

o



PEMBARUAN TANI

BILA MODAL MENGGUSUR RAKYAT

Tanggal 3 Mei lalu Presiden Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.36 Tahun 2005
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perpres itu menuai
banyak kritik. Sebagian kalangan menilai kepentingan modal ada di belakangnya. DPR minta peraturan
tersebut di revisi. Kalangan LSM dan organisasi rakyat Memintanya untuk dicabut.

(terutama rakyat miskin). Peraturan tersebut dinilai jauh lebih kejam
dibanding pendahulunya, Keppres No 55/193 yang mengatur tentang hal yang
sama.

Sebagai contoh, dalam Perpres 36/2005 pasal 1 ayat 3, disebutkan definisi
kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.
Sedangkan dalam peraturan sebelumnya (Keppres 55/1993), definisi kepentingan
umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Dari pasal tersebut secara
nyata ada penyempitan arti kepentingan umum, dari yang semula kepentingan
seluruh lapisan masyarakat menjadi sebagian lapisan masyarakat.

Belum lagi adanya penambahan item yang dimaksud dengan kepentingan umum.
Dari semula 14 item menjadi 21 item (lihat tabel). Semua item-item tersebut hampir
tidak mempunyai batasan apapun. Sehingga pengertiannya terlalu luas. Misalnya,
jalan tol dan rumah sakit. Dewasa ini pembangunan jalan tol dan rumah sakit sudah
banyak dikomersialkan dan hanya terbatas untuk kalangan tertentu saja. Sehingga
Perpres ini dinilai tidak lagi murni untuk kepentingan pembangunan.

Selain itu masih ada unsur-unsur yang berpotensi untuk diselewengkan. Pada
Perpres baru itu disebutkan, musyawarah penetapan nilai ganti rugi tanah memiliki
tenggang waktu 90 hari. Bila lewat, panitia yang ditunjuk bisa menetapkan besar
ganti rugi secara sepihak dan pembayarannya dititipkan ke pengadilan negeri di
wilayah yang bersangkutan.

Pada pasal lain disebutkan perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai sebenarnya dari NJOP tahun berjalan. Ini oleh
sebagian masyarakat dianggap tidak adil. Karena pemerintah tidak memperhitungkan
kerugian immateril yang diderita rakyat yang terkena dampak pembangunan.

Kerugian immateril tersebut bisa berupa, jarak dari tempat kerja dan sekolah,
kerugian pasar bagi rakyat yang membuka usaha dan sudah mempunyai langganan di
tempat itu, kerugian atas swadaya rakyat dalam membangun fasilitas umum, waktu
mencari tempat yang baru, tanah pertanian yang subur, dan lain-lain. Wajar bila kita
mendengar tuntutan rakyat selalu diatas NJOP, karena rakyat menghitung ongkos
immaterial.

Lebih parah lagi bagi rakyat yang tidak memiliki sertifikat tanah. Padahal mereka
sudah mendiami tanah tersebut bertahun-tahun dan jumlah mereka sangat besar.
Menurut data Menko perekonomian tahun 2003, di Indonesia tanah yang bersertifikat
hanya 31%. Celakanya, tempat-tempat yang tidak bersertifikat itu ditinggali oleh
mayoritas rakyat miskin. Dan, menurut Perpres 36, pasal 19, hanya tanah-tanah
bersertifikat yang akan mendapat ganti rugi.

Melihat semua itu, berbagai kalangan menyatakan menolak dan mengusulkan
pencabutan terhadap Perpres tersebut. Federasi Serikat Petani Indonsia (FSPI) dalam
pandangan sikapnya yang disampaikan oleh Sekjen FSPI Henry Saragih, menyatakan
bahwa tanah untuk rakyat, bukan untuk pemilik modal, dan pemerintah seharusnya
mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakkannya.

Henry menengarai latar belakang keluarnya Perpres 36 bukan didasari kepentingan
pembangunan bagi kemaslahatan rakyat banyak. “Peraturan itu dimaksudkan untuk
sekedar memperlancar masuknya investasi swasta, baik asing maupun dalam negeri,
bagi pembangunan infrastruktur yang berorientasi profit,” tegasnya.

Dia juga menegaskan jenis-jenis kepentingan umum yang terkandung dalam
peraturan itu tidak mempunyai batasan. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk

o

B anyak kalangan menilai Perpres 36/2005 berpotensi menindas hak-hak rakyat

pembangungan sarana olah raga lapangan golf, rumah sakit swasta, atau pasar-pasar
modern. Atas dasar itu FSPI menuntut pemerintah untuk mencabut Perpres 36/2005.

Arbi sanit, pengamat politik Universitas Indonesia, dalam orasinya ketika
melakukan unjuk rasa bersama ribuan masa Urban Poor Consortium (UPC) hari
Minggu (19/6), mengatakan, “Pemerintah seharusnya melakukan perubahan dengan
kemajuan, bukannya malah menindas.” Dia berpendapat Perpres 36/2005 menindas
rakyat.

Sedangkan Wakil Ketua Komnas HAM Zoemrotin yang menerima pengunjuk rasa
dari UPC mengatakan, “Komnas HAM akan mengirimkan surat ke Presiden, meminta
kesediaannya untuk mencabut perpres ini mumpung belum menjadi permasalahan
besar.”

Anggota Komisi Il DPR RI, Mahfud Siddiq menilai perpres tersebut sarat dengan
kepentingan investor asing. Dia curiga adanya intervensi asing dalam proses
pembuatan Perpres 36/2005 ini, terutama tentang perubahan pengertian kepentingan
umum.

“Dalam Keppres 55/1993, kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan seluruh
lapisan masyarakat, sedangkan di dalam Perpres 36/2005 menjadi kepentingan
sebagian besar lapisan masyarakat. Padahal tafsir sebagian lapisan masyarakat itu
bisa saja orang yang terkait dengan proyek pembangunan,” ujarnya seperti dikutip
Media Indonesia (26/6).

Kekhawatiran berbagai kalangan bukannya tanpa alasan. Sekretaris Kabinet Sudi
Silalahi, dalam rapat kerjanya dengan Komisi |1, menyatakan Perpres 36/2005 dibuat
dalam kondisi mendesak, atas masukan dari Menko Perekonomian Aburizal Bakrie
dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang menilai perlunya kepastian
hukum untuk mendorong pembangunan infrastruktur.

Jauh sebelum Perpres 36/2005 diterbitkan, pemerintah mengadakan Infrastructure
Summit yang digelar 17-18 Januari 2005. Pada pertemuan tersebut ada komitmen
untuk mengundang investor asing sebanyak-banyaknya untuk membangun
infrastruktur di Indonesia. Dan, pemerintah merasa perlu untuk menjamin kepastian
hukum bagi para investor tersebut. Dalam suasana seperti itu, tiba-tiba Perpres di
keluarkan. Itulah yang memancing kecurigaan banyak pihak yang menilai peraturan
hanya dibuat untuk melindungi kepentingan modal.

Kecurigaan itu semakin kuat, ketika Perpres 36/2005 diterbitkan, Gubenur DKI
Jakarta Sutiyoso serta merta menyambutnya. la menyatakan pembebasan tanah bagi
pembangunan jalan tol yang tersendat dan pembebasan tanah bagi proyek Banjir
Kanal Timur akan menerapkan Perpres tersebut sebagai payung hukumnya. Dengan
harapan proses pembebasan tanah bisa berlangsung cepat. Sebelumnya pembangunan
jalan tol di Jakarta terhambat oleh proses pembebasan tanah yang dinilai warga tidak
adil. Sebagian warga yang terkena penggusuran bersikukuh mempertahankan
tanahnya.

Menyangkut berbagai kasus penggusuran, UPC mencatat korban penggusuran yang
terjadi selama kurun waktu 2000 sampai 2005 sebanyak 95.470 jiwa. Saat ini UPC
memperkirakan jumlah orang yang terancam penggusuran di Jakarta sebanyak
1.962.866 jiwa. Sedangkan untuk kota lainnya, diantaranya Palembang, Jogjakarta,
Makasar, Surabaya, Provinsi Lampung dan Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai
370.855 jiwa. Dengan begitu kehadiran Perpres 36/2005 bisa-bisa makin memuluskan
penggusuran-penggusuran tersebut. (cr)



. erdebatan mengenai Hak
Menguasai Negara atau lazim yang
dikenal dengan sebutan HMN

seperti tercantum dalam UUPA 1960,

belumlah usai. Sekarang ini muncul

peraturan presiden No. 36/2005 tentang

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Seakan masyarakat dibangunkan kembali
alam bawah sadarnya mengenai
kepemerintahan yang otoritarian.

Bukan tanpa alasan karena isi perpres
menetapkan mengenai pencabutan hak
atas tanah bagi setiap subyek yang
menguasainya. Kejutan-kejutan yang
ingin mengekstradisi UUPA 1960 selalu
saja menyerempet “pemusnahan yang
kekal” seperti dicontohkan pada Keppres
No 34/2003 isinya ingin menggantikan
UUPA 1960 menjadi kebijakan yang
memenuhi keinginan pasar seperti yang
didorong oleh lembaga-lembaga keuangan
internasional.

Tanah adalah bagian dari sumber
agraria, merupakan kekayaan alam yang
khusus sebagai objek yang tak dapat
dipindah-pindah, unrenewable dan tak
tergantikan. Karena sifatnya inilah dalam
kesejarahan agraria, konflik pertanahan
selalu menjadi tema utama bahkan harus
menelan korban nyawa. Semenjak
kapitalisme mengglobal melalui
kolonialisme di awal abad 18 hingga abad
19 perubahan cara pandang terhadap
tanah terasa sekali. Konsep dan praktek
pembangunan Indonesia adalah sub-
sistem dari kapitalisme global tersebut.

PEMBARUAN TANI

pertambangan serta kekayaan alam
lainnya dengan mudah diperdagangkan,
sekedar komoditas pengumpul devisa
negara yang semakin hari semakin
kembang kempis.

Untuk itu pemerintah begitu serius dan
cerdas menggunakan momentum bencana
tsunami beberapa waktu lalu, dengan
secepatnya menggelar kegiatan
infrastructur summit di Jakarta.
Hasilnya, dikeluarkanlah kebijakan
pemerintah yang mendukung masuknya
arus investasi asing secara tepat, cepat
dan aman.

Tak begitu mengherankan bila isi
Perpres 36/2005 mengenai kriteria
kepentingan umum yang termaktub
didalamnya tak memiliki batasan.
Sehingga, bisa saja yang muncul malah
berbagai trade centre atau pusat
perkantoran yang diklaim sebagai milik
pemerintah.

Mekanisme litigasi melalui jalur
pengadilan yang ditawarkan dalam
perpres sebagai kerangka pemenuhan
wacana demokrasi tak berarti apa-apa,
dimatikan. Dapat dipastikan pengadilan
akan membenarkan segala tindakan
pemerintah. Hal ini tak semata persoalan
berapa secara kuantitas jumlah warga
akan tergusur dibandingkan jumlah
penerima manfaatnya, ini sudah
menyangkut soal ideologi dan paradigma
pembangunan bangsa.

Hubungan perpres 36/2005 dengan
Keppres atau Undang-Undang
sebelumnya mengenai persoalan terkait
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PERBANDINGAN PERPRES 36/2005
DENGAN PERATURAN SEBELUMNYA
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menyangkut hubungan-hubungan sosial-
politik. Pada wilayah ini kita harus
belajar dari praktek politik otoritarian
orde baru dengan penggunaan instrumen
hukum, manipulasi dan kekerasan serta
melalui berbagai alat paksa lainnya. Jadi
syah dan valid kalau ahli sosiologi seperti
Max Weber dari awal-awal sudah
mengatakan bahwa negara melalui
aparatusnya mempunyai kekuatan
pemaksa efektif yang terlalu sulit
dibantah oleh warga negaranya.
Penguasaan tanah yang sangat tidak
adil bukannya menimbulkan stabilitas.
Statistik internasional menunjukkan
bahwa tingkat kekerasan dan
ketakstabilan politik cenderung terjadi
paling tinggi di negara-negara yang pola
penguasaan tanahnya sangat tidak adil.
Dengan demikian, dari waktu ke waktu,

Pemerintah sepertinya tidak mau mengerti derita dan trauma rakyat akibat penggusuran. Keluarnya Perpres No. 36/2005 dianggap tidak
berpihak kepada rakyat, karena memungkinkan pengambilan tanah secara sepihak. Derita rakyat seperti ini seharusnya menjadikan
pemerintah lebih peka dan menghentikan pengambilan tanah rakyat karena tanah adalah hak rakyat.

Dalam konteks ini, pembangunan telah
mengubah wajah tanah secara lebih
drastis lagi, suatu kenyataan hidup yang
tidak pernah ditemui dizaman
sebelumnya (Noer Fauzi, 2002).

Tentu relasi tanah dan pembangunan
melekat tak terpisahkan. Pembangunan
menapaki setiap jengkal tanah. Di
Indonesia sendiri praktek pembangunan
dengan mengejar pertumbuhan ekonomi
masih mejadi jurus jitu setiap
pengambilan kebijakan. Seakan-akan
proses ekonomi politik itu berjalan linear.
Wajar saja di era liberal ini, air, tanah,

hanya sebagai legitimasi bahwa kebijakan
yang dimaksud itu tak memenuhi
tuntutan pasar. Situasi politik, ekonomi
dan sosialnya sudah berbeda dan
berkembang. Diharapkan akan
merangsang investor berdatangannya,
padahal sebaliknya justru akan makin
terjadi konsentrasi penguasaan atas tanah
dan lepasnya penguasaan tanah oleh
banyak warga negara pada segelintir
orang saja.

Relasi antara tanah dan pembangunan
pada akhirnya menjelaskan tak sekedar
hubungan ekonomis belaka, namun juga

ketidakadilan dapat menimbulkan
jatuhnya korban manusia jauh lebih besar
daripada korban yang jatuh dalam usaha
mewujudkan landreform yang berhasil
(Eric Eckholm 1983 dalam Noer Fauzi).

Khusus mengenai percaloan dan
pengaturan wilayah urban beberapa ahli
agraria memberikan beberapa pandangan
mengenai hak atas tanah di wilayah
urban. Yaitu melalui urban landreform
yang berlandaskan pada UUPA 1960.
Melalui urban landreform ini ditetapkan
suatu kebijakan yang akan berlaku
sebagai kebijakan tunggal dan

cagar abm dan cagar budaya;

peATEnan

pant sesial;

perriumghil s mi, detilas percag s Bk

menyeluruh secara tuntas tegas.
Demikian pula masyarakat ataupun
pihak-pihak lain atau badan hukum dapat
mengerti suatu daerah akan diperuntukan
untuk kepentingan lebih luas disatu saat,
sehingga mencegah manipulasi dan
percaloan.

Didalam perencanaan urban landreform
garis besarnya seperti yang diungkapkan
oleh alm. A. P. Parlindungan (1989)
bertujuan antara lain untuk pengelakan
suatu spekulasi pembelian tanah, untuk
mengatur tentang kepemilikan diatas
tanah pemukiman, mengawasi penjualan
tanah/rumah, menetapkan nilai harga
tanah, dan kemudian menetapkan pejabat
yang bertanggung jawab, dan sekaligus
dapat ditetapkan zoning. Untuk itu
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
harus dilaksanakan dengan konsekwen.

Secara Umum sebenarnya untuk
merombak ketimpangan akses dan
penguasaan atas tanah, telah ada
kebijakan yang dirumuskan oleh pendiri
bangsa ini yaitu melalui UUPA 1960 yang
selama ini dimandulkan serta dijalankan
secara berbeda oleh penguasa yang
saudagar itu untuk kepetingan
imperiumnya. Padahal Jiwa dan
semangat UUPA 1960 amat jelas
tercermin dalam konsiderannya yang
menyadari realitas kehidupan sosio-politik
dan sosio-ekonomi rakyatnya. Ingin
mempersembahkan segenap kekayaan
nasional, termasuk tanahnya kepada
rakyat untuk membangun suatu
masyarakat adil dan makmur. Pada
penjelasannya disebutkan bahwa UUPA
berpangkal pada pendirian, untuk
mencapai apa yang ditentukan dalam
pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945 (naskah asli) tidak perlu dan
tidaklah pula pada tempatnya, bahwa
bangsa Indonesia ataupun Negara
bertindak sebagai pemilik tanah

Kita lihat tujuan pokok UUPA adalah
meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan
hukum agraria nasional, sebagai alat
untuk membawakan kemakmuran,
kebahagiaan, dan keadilan bagi negara
dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam
rangka masyarakat adil dan makmur,
meletakan dasar-dasar untuk
mengadakan kesatuan dan
kesederhanaan dalam hukum pertanahan
dan meletakkan dasar-dasar untuk
memberi kepastian hukum mengenai hak-
hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Semangat semua itu tak didapati dari
perpres 36/2005 yang lahir dalam situasi
yang oleh Soekarno sebut penjajahan
modern ini. Jadi bukan untuk
kepentingan umum tapi kepentingan
pemodal belaka. (ay)
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MENOLAK PERPRES
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Presiden Yudhoyono 3 Mei lalu mendapat reaksi yang luas.

Mulai dari anggota DPR, Komnas HAM, para pengamat, LSM,
sampai organisasi rakyat menyatakan keberatannya atas peraturan
tersebut. Penolakan yang cukup keras datang dari berbagai LSM dan
organisasi rakyat. Mereka menganggap peraturan tersebut sangat
tidak pro rakyat. Perpres 36/2005 dianggapnya mewakili kepentingan
para pemodal.

Perpres ini muncul setelah pemerintah mengadakan Infrastructure
Summit pada tanggal 17-18 Januari lalu. Dimana, pada pertemuan
tersebut pemerintah berkomitmen untuk mengundang investor
sebanyak-banyaknya dalam melaksanakan pembangunan
infrastruktur di Indonesia. Berselang beberapa bulan dari pertemuan
itu, keluarlah Perpres 36/2005 yang kontroversial.

Kontan saja langkah tersebut menimbulkan kecurigaan. Banyak
pihak menilai, beberapa pasal dalam Perpres 36/2005 potensial untuk
disalah gunakan.

Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) menilai perpres tersebut
mengabaikan hak-hak rakyat atas tanah. Bahkan cenderung represif
dan agresif hanya demi memenuhi kepentingan segelintir orang
pemilik modal. Secara substantif dan filosofis perpres tersebut
bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria 1960 yang
mengatur tentang masalah-masalah agraria.

Menurut Ketua Presidium FSPI Sumaeri dan Sekjen FSPI Henry
Saragih, dalam pernyataan sikapnya, setidaknya terdapat enam
alasan yang membuat Perpres tersebut perlu di cabut. Pertama,
Perpres dimaksudkan untuk sekedar memperlancar masuknya
investasi swasta, baik asing maupun dalam negeri, bagi pembangunan
infrastruktur yang berorientasi profit. Kedua, pemilik hak atas tanah
akan dilanggar hak ekonomi, budaya dan sosialnya. Peraturan itu
menempatkan posisi rakyat sebagai anti pembangunan. Ketiga,
kepentingan umum yang dimaksudkan oleh Perpres 36/2005 sama
sekali tidak menyebutkan sejauh mana ruang lingkupnya, dengan
kata lain tidak mempunyai batasan. Keempat, mekanisme peradilan
dalam peraturan tersebut hanya sekedar pemenuhan terhadap
wacana demokrasi dan prinsip hukum saja, sejatinya rakyat tidak
mempunyai posisi tawar dihadapan pengadilan yang dibentuk untuk
itu. Kelima, jenis kepentingan umum dalam peraturan tersebut
diperluas menjadi 21 poin, padahal sudah diketahui umum bahwa
proyek-proyek tersebut banyak dilakukan oleh swasta. Seperti
pembangunan jalan tol, telekomunikasi dan tidak menutup
kemungkinan dengan lapangan golf, rumah sakit swasta dan pasar-
pasar modern yang sekarang ini banyak menjamur. Keenam,
Persoalan ganti rugi non-fisik yang disebutkan dalam peraturan itu
tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Padahal banyak persoalan
non-fisik yang lebih berharga dibanding bentuk-bentuk yang
disebutkan dalam perpres tersebut.

Atas dasar alasan-alasan tersebut FSPI menyatakan, mendesak
presiden untuk meninjau kembali dan mencabut Perpres 36/2005.
“Apapun produk hukum yang dikeluarkan pemerintah harus
bernuansa keadilan, kalau tidak berkeadilan harus diganti,” tandas
Henry Saragih.

Selain pernyataan sikap, berbagai kelompok rakyat melakukan aksi
turun ke jalan untuk menolak Perpres 36/2005 pada hari Minggu
(19/6). Aksi di depan istana Presiden tersebut diikuti oleh Urban Poor
Consortium (UPC), Elsam, AGRA, FSPI, Jaringan Becak se-
Jabodetabek, KPA, LBH Jakarta, Sekertariat Bina Desa, Walhi, dan
puluhan organisasi rakyat lainnya. Pada aksi tersebut datang juga
pengamat Arbi Sanit dan Faisal Basri, serta selebritis Rieke Diah
Pitaloka dan Wanda Hamidah.

Mereka menuntut Presiden Yudhoyono untuk mencabut Perpres
36/2005 yang melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat.
Presiden juga diminta untuk menginstruksikan kepada jajaran
eksekutif di daerah untuk menunda semua proyek pembangunan yang
berpotensi mencabut hak rakyat atas tanah. Selain itu Gubernur DKI
Jakarta, Sutiyoso diminta segera menghentikan teror penggusuran
kepada rakyat, menghormati aspirasi rakyat dengan menunda
pelaksanaan berbagai proyek, terutama Banjir Kanal Timur (BKT)
dan Jalan tol lingkar luar Jakarta yang menurut UPC akan mengusur
241.795 orang.

Aksi penentangan tidak hanya sampai disitu, gerakan menentang
Perpres 36/2005 masih tetap terdengar. Puluhan organisasi masa dan
LSM, seperti SPP, AGRA, Bina Desa, API, FSPI, FAM Ul, FAM IPB,
FPPI, KPA, dan lain-lainnya menurunkan masa yang lebih besar lagi
pada hari Rabu (29/6). Ribuan masa yang terdiri dari petani, aktivis,
pemuda, dan mahasiswa mendatangi istana negara. Mereka
menuntut Pemerintah segera mencabut Perpres. Dari Istana Negara,
masa yang kebanyakan petani dari Jawa Barat itu berjalan sampai
bundaran HI.

Dari HI, mereka menggunakan bus ke komplek MPR/DPR RI di
Senayan. Di sana ikut juga berorasi anggota dewan yang tidak setuju
dengan Perpres 36/2005. Anggota dewan yang hadir antara lain,
Suripto dari fraksi PKS, Tjahyo Kumolo dan Sony Keraf dari Fraksi
PDIP. Dalam orasinya mereka berjanji akan menuntut pemerintah
untuk mencabut Perpres 36/2005. (cr)
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P eraturan Presiden No.36 tahun 2005 yang ditandatangani

Jakarta dan sekitarnya (Total: 1.592.011 jiwa)

10.

11.

12.

Kota Lain di Indonesia (Total: 370.455 jiwa)

1.

6.

Data Jumlah Masyarakat
yang Terancam Penggusuran
di Indonesia (Total: 1.962.466 jiwa)

Warga di Kolong Tol, Penjaringan, Jakut: 4.000 KK (12.000
jiwa)

Warga di Kebon Tebu, Muara Baru, Jakut terkena proyek
normalisasi Waduk Pluit: £ 10.000 kk (30.000 jiwa)

Warga di 13 Kelurahan yang terkena Proyek Banjir Kanal
Timur (BKT): Total + 240.295 jiwa

Kel. Cipinang Besar Selatan (12,427 jiwa), Kel. Cipinang
Muara (28,104), Kel. Pondok Bambu (25,525), Kel. Duren f
Sawit (22,176), Kel. Pondok Kelapa (24,910), Kel. Malaka Jaya |
(23,944), Kel. Malaka Sari (20,688), Kel. Pondok Kopi
(17,694), Kel. Pulo Gebang (24,138), Kel. Ujung Menteng
(7,346), Kel. Cakung Timur (13,323), Kel. Rorotan (13,738),
Kel. Marunda (6,957)

Warga di 5 kecamatan yang akan terkena Proyek Reklamasi
Pantai Utara Jakarta: Total + 1. 231. 976 Jiwa

Kec. Penjaringan: Kp. Batang, Kp. Muara Baru, Kp. Muara Angke, Kp. Kuar: 317.950 Jiwa,
Kec. Cilincing: Kp. Si Pitung, Kp. Kali Baru, Kp. Marunda: 26.793 Jiwa, Kec. Tg. Priok:
398.277 Jiwa, Kec. Pademangan: 139.212 Jiwa, Kec. Koja: 349.744 Jiwa

Proyek Double-double Track (Rel Kereta) ManggaraiCikarang:

Jatinegara, Cipinang, Klender, Cakung, Bekasi, Tambun, Cibitung dan Cikarang (+ 1.700 KK)
Sebanyak 37 pemukiman ilegal (tidak bersertifikat) lain di Jakarta menurut Pemda DKI
Jakarta: Total + 65.040 jiwa.

Jakarta Pusat: 23 wilayah, 3.428 KK; Jakarta Utara: 7 wilayah, 2.906 KK; Jakarta Timur: 3
lokasi, 3.428 KK; Jakarta Selatan 3 lokasi, 2.906; Jakarta Barat: 1 lokasi, 340 KK.

Kampung Bencongan, Kecamatan Curug akan terkena proyek dari Pemkab Tangerang: 300
KK (+ 1500 jiwa)

Warga Kelurahan Jatiwarna, Jatiasih, Jatimekar dan Jakamulya, Bekasi, terancam proyek
Jakarta Outer Ring Road (JORR): 300 KK (1500 jiwa)

Warga di kawasan eks Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat, terancam penggusuran karena
proyek Menara Jakarta: 600 KK (3000 jiwa)

Pembangunan 6 tol dalam kota: Bekasi-Kampung Melayu, Kemayoran- Kampung Melayu,
Ulujami-Tanah Abang, Kampung Melayu-Duri Pulo, Pasar Minggu-Cassablanca dan Rawa
Buaya-Pulogebang, Jakarta Timur. Kampung-kampung yang akan dilewati, yang terancam
penggusuran adalah Casablanca, Dukuh Atas, Tanah Abang, Tomang, Duri Pulo, Kemayoran,
Sunter, Pulogebang, Matraman, Kalimalang: + 1000 KK (5000 jiwa)

Warga di Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara dengan alasan melindungi Depo Pertamina
dari kemungkinan yang tidak diinginkan: 1.000 KK (5000 jiwa)

Warga desa yang dilalui sunga dari Jatigede akan terkena proyek Waduk Jatigede: 5.565 KK

(27.825 jiwa)
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Palembang, Sumsel:

- Desa Blido-Musi, Banyuasin dianggap masuk dalam
kawasan hutan suaka: 612 KK (2500 jiwa)

- 3 kampung di jalan raya Palembang-Indralaya terkena
proyek pelebaran jalan & normalisasi sungai: 525 KK (2740
jiwa)

- Kampung 8 llir-13 Ulu terkena proyek Jembatan Musi lll:
500 KK (3000 jiwa)

- Kampung Karayajaya terkena proyek pembangungan
terminal peti kemas: 300 KK (2000 jiwa)

- kampung 4 Ulu, 5 Ulu, 7 Ulu, 10 Ulu terkena proyek
pelbaran sungai (Dam Sungai Musi): 300 KK (2000 jiwa)

Jogjakarta:
- Desa Jagoyudan terkena proyek pembuatan jalan tembus:

80 KK (320 jiwa)
- Penghuni Rusun Jagoyudan terkena proyek rehabilitasi: 40 KK (200 jiwa)

- Desa-desa pinggiran Sungai Code, Gajah Wong, Winongo terkenal proyek normalisasi
sungai: 300 KK (1200 jiwa)
Makasar, Sulawesi Selatan:
- Kampung Bontoduri sengketa dgn pemerintah dan PT. Citra Cemerlang Bangunindo:
1000 KK (5000 jiwa)
- Kampung MC Sombala, Mariso, Lette, Panambungan terancam proyek GMTDC: 1000 KK
(5000 jiwa)
- Kampung di 16 kelurahan di Makasar terkena proyek jalan lingkar Makasar: 5000 KK
(25000 jiwa)
- Kampung di 4 kelurahan di Makasar terkena proyek pengembangan pelabuhan: 1000 KK
(5000 jiwa)
Lampung:
Kampung di 12 kelurahan sepanjang pantai Teluk
Lampung terkena proyek waterfront city: 83.456 jiwa
- Warga sepanjang rel kereta & sepadan sungai di
kawasan bukit Gunung Sari: 2.863 jiwa
Surabaya Jawa Timur:
Warga di 16 Kelurahan stren Kali Surabaya dan Kali
Wonokromo terancam penggusuran dengan alasan
normalisasi kali: 5000 KK (25.000 jiwa)
- Warga yang akan terkena proyek jalan tol tengah
kota: 15.000 KK (75.000 jiwa)
- 3 Desa yang akan terkena proyek Jembatan
Suramadu: 30.000 jiwa
- Warga yang terkena proyek jalan lingkar timur surabaya, waduk di Madura, jalan tol gempol
pandaan: + 100.000 jiwa
Sulawesi Tenggara
- Warga Korumba, Kendari, Sulawesi Tenggara yang terkena proyek sarana MTQ: 76
KK (176 jiwa)
- Warga kampong Lasoani, Palu Selatan, Terkena perluasan bandara Multiara Palu (200
jiwa)
- Warga Kampung Talise Panggaraman JI. Komodo 2, Palu terkena proyek pembuatan jalan
lingkar dari kampong Lere melewati kampong Pantai Bersusu JI Raja Moili dan JI Cut Mutia
dan Jl Komodo 1 yang mengalami penggusuran tahun 2002 (50 KK, 200 jiwa)

Sumber: Urban Poor Consortium (UPC), 2005



Konferensi Tingkat Menteri G-33:

“Pertanian Adalah
Jalan Hidup Kami!”

Wakil organisasi Petani Federasi
Serikat Petani Indonesia (FSPI)
membacakan pernyataan sikapnya dalam
KTM G-33 di Hotel Borobudur, Jakarta
(12/6). KTM G-33 yang dihadiri 19
delegasi dari negara miskin dan
berkembang mendengarkan 20 menit
pembacaan pernyataan tersebut. Pada
akhirnya mereka berjanji akan
mempertimbangkan

tuntutan petani dan masyarakat dalam
forum selanjutnya, juga menuju KTM
WTO di Hongkong, bulan Desember
nanti.

onferensi ini sendiri diadakan atas
Kprakarsa Indonesia. Hal ini
menindaklanjuti pertemuan informal yang
diadakan oleh delegasi negara-negara yang
menghadiri Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia
Afrika (KAA) di Indonesia, 18-24 April yang lalu.
Sebagai negara miskin dan berkembang, G-33
dibuat untuk memperjuangkan kepentingan di
forum perdagangan dunia. Dalam masalah ini,
tentu saja musuh yang dihadapi adalah WTO. Tak
lupajuga, negara-negara maju seperti Amerika dan
antek-anteknya. Penekanan KTM G-33 yang
diadakan dari mulai 11 hingga 12 Juni ini sendiri
adalah dalam memperjuangkan kepentingan
pertanian dalam kerangka WTO.

Pada pertemuan tingkat menteri ini, dibahas
mengenai pengecualian atau special product (SP)
dan mekanisme pengamanan khusus (Special
Safeguard Mechanism/SSP). Dua mekanisme
inilah yang menurut Marie Pangestu (Ketua KTM
G-33 di Indonesia sekaligus Menteri Perdagangan)
yang akan melindungi petani.

Di akhir pertemuan, petani dan organisasi
masyarakat diberikan kesempatan untuk
membacakan pandangannya mengenai KTM G-33
ini. Sekitar 20 menit, para menteri dari negara
miskin dan berkembang mendengarkan
pernyataan yang dibacakan oleh Achmad Ya'kub
dari FSPI. “G-33 harus memposisikan dirinya
sebagai pelindung petani dan pertanian di negara
miskin dan berkembang. Hal ini berkaitan dengan
perdagangan bebas dan agresifnya negara maju
bersama dengan perusahaan raksasa
multinasional yang nyata-nyata meminggirkan
petani”, seru Ya'kub.

Delegasi petani dan masyarakat ini selanjutnya
juga menegaskan agar negara-negara miskin dan
berkembang tidak terjebak oleh aturan-aturan
WTO yang teknis. Lalu upaya-upaya yang
dilakukan harus selalu bersendikan reforma
agraria sejati, sehingga dapat mewujudkan
kedaulatan pangan. Delegasi G-33 yang berjumlah
19 negara berjanji untuk terus mendengarkan
suara-suara petani dan berusaha sekerasnya
membela kepentingan rakyat kecil.

Para petani akhirnya menyerukan bahwa
pertanian adalah jalan hidup, bukan komoditi yang
memiliki nilai jual-beli.

Menyikapi sikap WTO yang terus menindas
petani di negara miskin dan berkembang melalui
berbagai macam aturannya, pernyataan sikap ini
juga menyerukan agar WTO keluar dari pertanian
(WTO out of agriculture). “Aturan-aturan WTO
seperti Agreement on Agriculture (AoA), dominasi,
keputusan yang tidak demokratis hingga dumping
yang dilakukan negara maju semakin
memiskinkan petani, terutama di negara miskin
dan berkembang seperti Indonesia”, tambah
Yakub. (mi)

WSF Asia Bertemu di Kolombo

dalam Forum Sosial Dunia atau World

Sosial Forum (WSF) untuk daerah Asia,
mulai dari gerakan rakyat, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, dan
kalangan akademisi berkumpul di Kolombo, ibu
kota Srilanka pada tanggal 4-7 Juni lalu. Mereka
menyerukan untuk melawan neoliberalisme dan
militerisme.

Disamping itu mereka juga mengkonsolidasikan
diri untuk menyongsong pertemuan World Trade
Organization (WTO) di Hongkong yang selama ini
ditentangnya. Selain perwakilan organisasi-
organisasi di Asia, datang pula utusan dari WSF
Afrika sebagai peninjau.

B erbagai elemen organisasi yang tergabung

Pertemuan Kolombo

Dalam pertemuan hari pertama dan kedua, WSF
Asia kembali merapatkan barisan untuk
menentang neoliberalisme dan militerisme.
Pertemuan yang dihadiri Federasi Serikat Petani
Indonesia (FSPI), yang diwakili Zainal Arifin Fuad,
membahas juga respon terhadap krisis di kawasan
Asia Pasific seperti Tsunami, kasus di Nepal,
perang di Irak dan Palestina, serta kasus Korea
Utara.

Menurut Zainal, pertemuan Kolombo masih jauh
dari sempurna. Mulai dari permasalahan teknis
seperti soal waktu yang molor dan tempat
penyelenggaraan yang cenderung mewah tidak
sesuai dengan keadaan penduduk setempat,
sampai ketidakmampuan penyelenggara
mensolidkan peserta. Alhasil, forum tidak bisa
menghasilkan kesepakatan bersama karena
ikatan-ikatan pesertanyaterlalu cair.

Peserta yang datang sangat beragam dengan
agenda yang berlainan. Akibatnya fokus
pertemuan menjadi tidak jelas. “Seharusnya
penyelenggara lebih menyeleksi anggota, jangan
sampai ada anggotanya yang menjadi kepanjangan
tangan pihak neolib,” tutur Zainal.

Meskipun begitu, bagi FSPI sendiri pertemuan
tersebut cukup bermanfaat. “Kita bisa memperkuat
jaringan, karena FSPI merupakan salah satu
gerakan sosial di Asia,” tambahnya. Dalam
pertemuan itu, hadir juga sesama anggota Via
Campesina dari Vietnam, Banglades, Nepal,
Thailand dan Srilanka.

Persiapan menuju Hongkong
Hari ketiga dan keempat dalam rangkaian

pertemuan selama empat hari tersebut, diisi
dengan agenda konsolidasi berbagai gerakan
rakyat, LSM dan organisasi rakyat lainnya menuju
pertemuan WTO di Hongkong. Mengingat, bulan
Desember mendatang WTO akan menggelar
pertemuan tingkat menteri untuk melengkapi
kesepakatan perdagangan multilateral.

WSF sebagai forum penentang neoliberalisme
akan mengerahkan kekuatannya untuk
menentang pertemuan tersebut. Pertemuan WTO
perlu dilawan karena kesepakatan-kesepakatan
yang terjadi di dalam lembaga itu sangat kental
dengan kebijakan neoliberalisme. Tujuan dari
penentangan pertemuan WTO Hongkong antara
lain, mendeligitimasi WTO sebagai lembaga
perdagangan multilateral dan mengusir WTO dari
pertanian. Persiapan menuju Hongkong membahas
banyak hal lainnya, diantaranya mendata
organisasi-organisasi yang siap berangkat kesana.

Forum Sosial Dunia

Forum Sosial Dunia (WSF) pertama kali tercetus
bulan Januari 2001 di Porto Alegre, Brazil. Waktu
pembentukannya bersamaan dengan World
Economic Forum yang membawa agenda
kapitalisme dan neoliberalisme di Davos, Swiss.
WSF dibentuk oleh 4.702 delegasi resmi dan sekitar
20.000 orang partisipan yang merepresentasikan
500 organisasi dari 100 negara.

WSF sendiri bukanlah sebuah organisasi,
melainkan forum tempat berkumpulnya
masyarakat dunia untuk bertukar pendapat,
berdebat dan berdiskusi. Seperti dinyatakan dalam
Piagamnya, WSF merupakan forum pertemuan
terbuka untuk merefleksikan pemikiran, debat
yang demokratis, memformulasikan usulan,
pertukaran pengalaman secara bebas untuk aksi
melawan neoliberalisme dan dominasi modal serta
imperealisme. WSF berkomitmen membangun
masyarakat dunia.

Mengingat persoalan dunia ini sangat luas dan
unik untuk setiap wilayahnya, berbagai anggota
WSF mulai melihat pentingnya menyikapi
persoalan-persoalan secara regional. Maka
terbentuklah Forum Sosial Asia, Forum Sosial
Africa, dan forum-forum nasional untuk merespon
kondisi di regional masing-masing. Pertemuan di
Kolombo kali ini merupakan salah satu agenda dari
Forum Sosial Asia atau WSF Asia. (cr)

internasional | pembaruan tani

Pertemuan Via Campesina di Negeri Baru

abtu 14 Mei lalu, pesawat yang ditumpangi 20 delegasi Via
S Campesina dari regional Asia Tenggara dan Asia Timur mendarat di
bandara Komoro Dili, Timor Leste. Dari Indonesia, kami datang
berlima diantaranya Henry Saragih, Sumaeri, Irma Yanni, Janri Damanik
dan saya sendiri. Di sana sebuah bis kecil telah menunggu dan siap
mengantar kami ke penginapan. Rombongan di sambut oleh para petani
yang tergabung dalam organisasi tani Hasatil.

Setelah menyimpan semua bawaan di penginapan, para penjemput
langsung membawa kami ke Ermera, sebuah kota di pinggiran Dili. Di
Ermera sudah menunggu Ego Lemos, ketua Hasatil bersama-sama ribuan
masa tani lainnya. la menjabat tangan kami satu persatu. Sebuah tenda
besar di kaki bukit telah didirikan untuk menyambut kedatangan kami.

Saat itu juga kami mulai menggelar diskusi dengan para petani Timor
Leste. Diskusi diikuti dengan antusias. Bahkan berlangsung sampai larut
malam. Dari sini kami tahu, kelompok tani Hasatil merupakan organisasi
yang sedang memperjuangkan pembaruan agraria di Timor Leste. Sebagai
negara yang baru baru merdeka, Timor Leste sedang hangat-hangatnya
mereformasi sistem keagrariaan mereka.

Tantangan besar membentang dihadapan mereka. Dahulu, ketika Timor
masih dalam genggaman Portugis, tanah-tanah disana diambil alih
pemerintah Portugis untuk membuka perkebunan kopi. Zaman berlalu,
Timor menjadi bagian wilayah Indonesia, kekuasaan tanah-tanah tersebut
beralih ketangan pemerintah Indonesia. Sekarang, setelah menjadi negara
merdeka, tanah tersebut kembali terancam. Banyak orang-orang portugis
yang ingin menguasai kembali perkebunan kopi.

Tentu, rakyat Timor tak tinggal diam. Lewat organisasi petani Hasatil,
mereka menuntut pemerintahannya yang baru untuk melaksanakan
reforma agraria. Sebagai organisasi pergerakan petani internasional, Via
Campesina tentu saja memberikan dukungan sepenuhnya kepada
perjuangan para petani Timor. Dalam diskusi malam itu, Via Campesina
menyampaikan solidaritasnya agar perjuangan reforma agraria di Timor
Leste dilanjutkan.

Selesai diskusi, kami dan masa petani disuguhi pemutaran film
dokumenter yang mengangkat tema perjuangan rakyat Brazil dalam
mendapatkan haknya atas tanah. Terlihat petani sangat terbawa emosinya
dengan film dokumenter tersebut.

Besok paginya, delegasi Via Campesina mengunjungi Maubessy. Disana
kami bertemu dengan para petani yang melakukan perdagangan alternatif.
Dalam sistem perdagangan itu, mereka menjual kopi melalui kelompok
tani. Kelompok tani langsung menjualnya ke luar negeri. Dengan cara
seperti itu, petani bisa menikmati marjin lebih besar dibanding harus
menjualnya ke agen-agen.

Dari Maubessy, kami berangkat kembali ke Dili. Di Ibu kota Timor Leste,
kami menggelar berbagai acara selama lima hari. Via Campesina regional
Asia Tenggara dan Asia Timur mengadakan rapat untuk mempersiapkan
penentangan terhadap pertemuan WTO di Hongkong. Sebagai penutup,
seluruh rombongan mengikuti pawai keliling kota Dili bersama para petani.
“Sustentavel agrikultura, sustentavel Timor Leste!” teriak mereka, yang
artinya, “Pertanian berkelanjutan, dan Abadilah Timor Leste!” Pawai
tersebut dilakukan untuk mengenang hari “restorasi”, hari peringatan
pembebasan rakyat Timor Leste. (tp/cr)

Teror di Honduras

embunuhan sadis kerap kali meneror petani yang sedang berjuang
P menuntut hak-haknya. Kali ini terjadi di sebuah negara nan jauh di

Amerika Latin, Honduras namanya. Salah satu pemimpin mereka,
Edickson Roberto Lemus Calderon, Sekjen Sekertariat Buruh Tani (Central
Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC) menjadi sasarannya.

Mungkin, Lemus Calderon tak pernah menyangka hidupnya akan
berakhir tragis. Dihari yang naas itu, ia sedang mengerjakan tugasnya
sebagai pemimpin tani untuk menyambangi kelompok tani RENACER
yang berhasil mengokupasi lahan pertanian di sektor Pajuoles. Para petani
mulai menduduki lahan yang telah diokupasinya beberapa hari sebelum
peristiwa naas terjadi, tepatnya tanggal 19 Mei. Namun pemegang otoritas
setempat mengusir para petani dari lahan yang tengah didudukinya.
Semakin hari ketegangan antara para petani dengan pemerintah setempat
semakin memanas.

Dalam kapasitasnya sebagai salah satu pemimpin petani, Lemus
Calderon berniat mendatangi para petani yang sedang dalam masalah itu.
Pada tanggal 24 Mei, ia berangkat menuju daerah sengketa di sektor
Pajuoles, wilayah El Progreso. Tak dinyana tak disangka, perjalanannya ke
Pajuoles sekaligus menjadi perjalanan hidupnya yang terakhir. Di siang
hari bolong, sekitar pukul 11.30 waktu setempat, bis antar kota No 70 yang
ditumpanginya dihentikan oleh seorang bersenjata. Orang itu memasuki
bis dan menembak kepalanya empat kali.

Setelah berhasil melakukan niatnya, pelaku penembakan kabur dengan
menggunakan kendaran bermotor yang telah siap membawanya dari
tempat kejadian peristiwa. Dilihat dari modusnya, pelaku pembunuhan
sudah sangat terlatih. Dan, sampai berita ini diturunkan belum ada titik
terang tentang pelaku.

Beberapa kalangan menilai pembunuhan tersebut ada sangkut pautnya
dengan aktivitas korban sebagai pemimpin petani. Mengingat Lemus
Calderon dan lembaganya CNTC, sangat aktif membela hak-hak kaum tani
dalam berbagai konflik agraria. Aktivitas tersebut mengundang kebencian
para tuan tanah dan pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.

Menanggapi kejadian itu, La Via Campesina, serikat petani Internasional
dimana CNTC menjadi anggotanya dan FIAN (Lembaga Swadaya
Masyarakat), menyerukan kepada pemerintah Honduras untuk menjunjung
tinggi kesepakatan mengenai hak-hak sipil dan politik Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui tim kerja Global Campaign for Agrarian
Reform, mereka menegaskan bahwa pemerintah harus harus segera
melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. “Pemerintah Honduras
harus menghormati, melindungi dan menjamin hak-hak tersebut (konvenan
PBB-red),” tulisnya.

Kedua lembaga itu menyerukan pentingnya menekan Pemerintah
Honduras untuk segera menangkap dan mengadili pelakunya. Pemerintah
harus menunjukkan integritasnya, terutama kepada anggota CNTC,
organisasi petani lainnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu,
masyarakat dunia dihimbau untuk ikut memberikan tekanan dengan cara
mengirimkan surat kepada Presiden Honduras agar sesegera mungkin

menginvestigasi kasus pembunuhan ini dan menjamin keselamatan

angota-anggota organisasi pertani. (cr)



Oleh :
Achmad Ya'kub

Deputi Kajian Kebijakan

dan Kampanye

Federasi Serikat Petani Indonesia
(FSPI)

ejak beberapa bulan ini, kejadian

yang terkait dengan pertanian

terus menyeruak. Yang terbaru
adalah cerita sedih mengenai busung
lapar. Menurut catatan media massa
jumlah penderita dan korban meninggal
karena penyakit busung lapar serta gizi
buruk di Nusa Tenggara Barat terus
bertambah. Hingga 4 Juni , penderita
busung lapar dan gizi buruk telah
mencapai 563 balita dan 13 di antaranya
meninggal dunia. Mereka tersebar di
sembilan kota dan kabupaten di NTB.
Belum lagi di Jawa barat 11 anak
mengalami lumpuh layu karena
terkena wabah polio, ada yang
meninggal serta panas tinggi setelah
imunisasi polio akhir mei lalu. Di
Indonesia yang penduduk miskinnya
lebih dari 110 juta jiwa (data Bank
Dunia, 2003) ancaman kelaparan dan
kekurangan gizi telah menjadi
persoalan yang sampai hari ini belum
bisa terselesaikan.

Menteri Kesehatan Rl mengomentari
bahwa gejala busung lapar masih pada
tingkat kewajaran karena baru dialami
“hanya” sekitar delapan persen dari
balita di Indonesia. Menteri Pertanian
membantah bahwa kelaparan di Nusa
Tenggara Timur sudah pada titik yang
akut, menurutnya kondisi tersebut
terjadi karena kemarau datang lebih
awal dan masih bisa diatasi. Ketika
virus polio disinyalir mewabah di Jawa
Barat, buru-buru Menteri Kesehatan (di
TVRI) menyalahkan para TKW (Tenaga
Kerja Wanita) yang pulang dari Timur
Tengah sebagai pembawa virus polio.
Sedangkan

Anehnya dalam waktu bersamaan
lembaga keuangan multilateral seperti
Bank Dunia, IMF dan ADB memuji
dengan pasti bahwa kinerja
perekonomian Indonesia di jalur yang
benar untuk mencapai Millenium
Development Goal (MDG).

Lalu apa hubungannya semua ini
dengan pertanian? Atas realitas ini,
artinya rakyat Indonesia terutama
petani-petani dipedesaan masih terus
bertarung melawan Kkrisis pangan,
sempitnya lahan pertanian, kelangkaan
atas akses air, mahalnya harga obat dan
pelayanan kesehatan dan makin
membumbungnya biaya pendidikan.

Kita tahu dan menyadari bahwa
pertanian merupakan tulang punggung
kehidupan sebagian besar warga negara
Indonesia. Hampir setengah dari

Q

angkatan kerja di Indonesia bekerja di
sektor pertanian. Kemudian dari 110
juta penduduk miskin itu 60%-nya
adalah petani yang tinggal di pedesaan.
Jadi kalau kita membicarakan ekonomi
Indonesia, berarti membicarakan
pertanian. Bila kita membincangkan
politik pertanian, artinya kita juga akan
membicarakan politik agraria.

Jadi benar adanya, pendapat yang
mengatakan bangsa Indonesia akan
maju bila pertanian menjadi fokus
utama pembangunan bangsa.

Politik Agraria dan Pertanian di
Indonesia

Kebijakan dasar pembangunan pada
awal kemerdekaan adalah memberikan
keadilan terhadap penguasaan dan
kepemilikan sumber agraria terutama
tanah. Maka tak heran bila tiga tahun
setelah merdeka, tepatnya tahun 1948
dibentuklah panitia negara bidang
agraria yang diebut panitya Agraria
Yogya, 1948.
itulah cikal
bakal lahirnya
Undang -
Undang No. 5
tahun 1960
tentang
Peraturan
Dasar Pokok-
Pokok Agraria
yang kemudian
dikenal sebagai
UUPA 1960.

Dengan
demikian
sebenarnya
sudah ada

Padahal sesungguhnya
jelas sekali dalam UUPA 1960 d a n
dipaparkan bahwa agraria itu
kekayaan alam meliputi tanah,
air, baik diatas maupun

di bawahnya serta
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kepentingan investasi, dengan
rasionalisasi menambah devisa negara
yang tinggi. Booming minyak, sebagai
contoh.

Sampai saat ini siapapun dia dari,
pemerintahan, kalangan swasta,
parlemen bahkan intelektual sekalipun
sebagian banyak bila bicara agraria
selalu tertuju pada tanah. Padahal
sesungguhnya jelas sekali dalam UUPA
1960 dipaparkan bahwa agraria itu
kekayaan alam meliputi tanah, air, baik
diatas muapun dibawahnya serta ruang
angkasa. Kesadaran pemimpin saat itu
mengenai agraria sebagai salah satu
alat mencapai kesejahteraan, yang
kemudian dilupakan begitu saja.

Bukti nyatanya adalah, banyak sekali
peraturan, perundang-undangan yang
terjebak pada sektoralisme. Seperti
kebijakan air, pertanahan, kehutanan,
kelautan, angkasa/wilayah udara satu
lainnya saling bertabrakan dan kaitan
satu sama lainnya boleh dikatakan tak
ada, berdiri
sendiri-
sendiri.

Salah
s a t u
akibatnya
sekarang
ini, kita
i h at
besarnya
penguasaan

pemilikan
sumber
agraria
terutama
tanah dan

upaya dari ruang angkasa. Kesadaran air pada
pendiri negara pemimpin saat itu mengenai segelintir
(founding agraria sebagai salah satu alat orang, baik
fathers) . . secara
Republik mencapai ke.sejahteraan, lEmEEn G
Indonesia saat yang kemudian dilupakan ataupun
itu untuk begitusaja_ tidak
menata kembali langsung.
ketimpangan Jumlah
struktur agraria rumah
yang lebih adil tangga
sebagai akibat petani yang

dari sistem corak produksi kolonialisme
dan feodalisme. Oleh karena itu bagi
rakyat Indonesia, terutama petani
miskin dan buruh tani, lahirnya UUPA
1960 merupakan tonggak yang berharga
untuk dilaksanakannya pembaruan
agraria.

Perkembangannya, setelah kekuasaan
ditangan orde baru, politik agraria yang
sejak awal berpihak kepada buruh tani,
petani gurem dan petani miskin tiba-tiba
berubah haluan. Agraria disempitkan
maknanya hanya sebagai tanah. Juga
sumber-sumber agraria sebesar-
besarnya di eksploitasi untuk

penguasaan lahannya kurang dari 0,5
hektar termasuk petani yang menjadi
penggarap mengalami peningkatan dari
10,8 juta keluarga pada tahun 1993
menjadi 13,7 juta pada tahun 2003 atau
mengalami peningkatan 2,6 persen tiap
tahun. Dalam 10 tahun meningkatkan
buruh dan petani gurem menjadi 25,6
juta keluarga pada tahun 2003, dari
sebelumnya tahun 1993 berjumlah
19,954 juta keluarga.

Pada lapangan agraria atau kekayaan
alam, Pemerintah Indonesia juga tanpa
atau dengan sadar meliberalkannya
sejak dikeluarkannya TAP MPR No.
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1X/2001, yang telah Yang kemudian
dimanfaatkan untuk dikeluarkannya
berbagai Rancangan Undang-Undang
(RUU) vyang mempercepat proses
liberalisasi kekayaan alam. Nyata sekali
bertentangan dan menghilangkan
semangat dari jiwa UUPA No. 5/1960 dan
Pasal 33 UUD 1945.

Terakhir keluarnya peraturan
presiden No. 36/2005 tentang tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan
Umum. Bukan tanpa alasan isi perpres
menetapkan mengenai pencabutan hak
atas tanah bagi setiap subyek yang
menguasainya. Tidak lain, untuk
melapangkan jalan penguasaan bagi
pemodal dan lembaga internasional
dalam bidang agraria. Pemerintah
bersama tim ekonominya tidak hanya
aktif dan ambisius namun secara terang-
terangan semakin represif. Seakan
masyarakat dibangunkan kembali alam
bawah sadarnya mengenai
kepemerintahan yang otoritarian.

Tekanan WTO

Belum lagi situasi Internasional yang
makin hari kian menekan petani. Sejak
diratifikasinya kesepakatan
Internasional (WTO) dan regional
seperti APEC, AFTA, NAFTA, UE serta
blok-blok lainnya. Negara-negara
berkembang di Asia, Afrika, Amerika
latin mengalami tekanan perekonomian
yang luar biasa. Khusus WTO sejak
Januari 1995, Indonesia telah mulai
menjalankan apa yang disebut dengan
“reformasi kebijakan pertanian dan
perdagangan”.

Hal ini merupakan konsekuensi dari
ditanda tanganinya ratifikasi WTO di
Indonesia melalui UU no. 7/1994 tentang
Pengesahan WTO. Dengan demikian,
Indonesia terikat secara hukum (legally
binding), artinya negara kita harus
mengikuti ketentuan-ketentuan yang di
aturoleh WTO.

WTO akhirnya telah menyebabkan
terjadinya monopoli perdagangan,
bukannya perdagangan bebas seprti yang
didengung-dengungkan. Dibawah WTO
negara negara industri mampu
meningkatkan eksport pertaniannya
menjadi lebih kuat akibat masih
diterapkannya praktek praktek
dumping secara terselubung, misalnya
subsidi eksport, subsidi terhadap petani
dengan berbagai kemudahan. Bagi petani
kecil dan buruh tani yang paling utama
adalah keberpihakan pemerintah bagi
pelaksanaan pembangunan pertanian
berlandaskan keadilan agraria dan
sumber-sumber lainnya seperti modal,
teknologi, pemasaran. WTO, tiada guna.
WTO justru menindas kaum tani.



Oleh : Sri Wilda Tarigan

ada bulan desember 2005 ini
Panggota WTO (termasuk

pemerintah Indonesia) akan
menandatangani GATS (general agreement
o0 trade in services) yang mengatur
liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa.
WTO menetapkan pendidikan sebagai
salah satu bentuk pelayanan sektor publik
(jasa) yang harus diprivatisasikan, dan
menempatkannya sebagai “industri”
pendidikan. Dalam GATS dinyatakan
bahwa pendidikan merupakan komoditas
yang tata perdagangannya diatur oleh
lembaga internasional bukan oleh otoritas
suatu negara.

Asumsi ini dibuat berangkat dari
pesatnya pertumbuhan perdagangan jasa
(pendidikan) terutama di Australiadan US,
tahun 2000 ekspor jasa US $14 milyar dan
Australia pada 1993 AUS $1.2 milyar.
Fakta tersebut memberikan gambaran
mengapa negara maju ingin melakukan
liberalisasi sektor pendidikan.

Bagi WTO, Indonesia merupakan pasar
potensial, dengan jumlah penduduk lebih
dari 210 juta dengan tingkat partisipasi
dalam pendidikan hanya 14% dari
penduduk usial9 24 tahun, jauh tertinggal
dalam tingkat partisipasi pendidikan
tinggi dan mutu akademik dibanding
dengan Malaysia, Filiphina dan Singapore.
WTO perpandangan kemampuan
pendanaan dan mutu pendidikan yang
masih perlu ditingkatkan menuju standar
internasional sehingga mampu
berkompetisi dengan kepentingan pasar
dunia.

Dampak dari arus globalisasi Kkini
tampak nyata dengan dibebankannya
biaya pendidikan kepada masyarakat
melalui metode Pembiayaan Bersama

dengan masyarakat dan pemotongan
subsidi bagi pendidikan terutama
perguruan tinggi negeri. Yang telah terjadi
adalah privatisasi terhadap 6(enam)
Perguruan Tinggi Indonesia menjadi
Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan
semakin menjamurnya lembaga
pendidikan asing baik tingkat dasar hingga
berbagai jenis kursus yang “katanya”
berkualifikasi internasional, yang
berakibat meningkatkan biaya pendidikan.
Hal ini terkandung dalam UU No.20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
dan rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Pendidikan Dasar dan Menengah,
jelas bahwa UU dan RPP tersebut
melegitimasi Neoliberalisme.

Arus NeoL iberalisme

Neoliberalisme memiliki seribu wajah
dan berusaha menancapkan hegemoninya
dalam bentuk apapun, WTO sebagai
agennya berusaha melakukan tekanan-
tekanan terhadap negara yang dianggap
menghambat kepentingan global mereka,
seperti yang saat ini sedang dipersiapkan
dalam GATS, liberalisasi pendidikan.
Menurut aturan yang dibuat GATS,
memprivatisasikan pendidikan akan
meningkatkan kesejahteraan negara-
negara peserta, termasuk negara-negara
berkembang dan melalui persaingan bebas,
biaya pendidikan dapat ditekan, dan
privatisasi pendidikan akan memicu
peningkatan kualitas pendidikan.

Tetapi Faktanya, liberalisme hanya
membela kepentingan pasar dan menuntut
peran negara terbatas (kymlycka,1999).
Komoditasi dan komersialisasi sistem
ekonomi global dilakukan melalui
marginalisasi kekuasaan dan otoritas

% penda at ‘ pembaruan tani
Privatisasi Pendidikan Menggilas Rakyat

negara dunia ketiga dan pengaturan
ekonomi nasional. Dan privatisasi
pendidikan mengarah pada komersialisasi
dan mahalnya pendidikan, mengakibatkan
akses rakyat miskin terhadap pendidikan
semakin kecil.

Secara khusus bagi perempuan,
privatisasi pendidikan akan
mempersempit peluang anak perempuan
untuk mendapatkan pendidikan. Data
yang dimiliki oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan 79,8% anak
perempuan di Indonesia tidak
mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun,
juga menyatakan bahwa kesempatan
perempuan 2 sampai 3 kali tertinggal
dibandingkan anak laki-laki, karena secara
umum masyarakat di Indonesia lebih
mengutamakan pendidikan bagi anak laki-
laki.

Celakanya, Indonesia (pemerintah)
sendiri merupakan salah satu negara yang
antusias dalam merespon liberalisasi
perdagangan jasa pendidikan. Pada bulan
desember 2004 di Jenewa Indonesia telah
melakukan initial request (permintaan
atas membukaan sektor jasa di negara lain)
dan initial offer (setiap negara harus
menyerahkan sektor lain yang tercantum
dalam daftar komitmen dalam negeri
untuk dibuka bagi pemasok asing) kepada
negara-negara lain anggota WTO.

Penyimpangan konstitusi

Pada alenia 1V Mukadimah UUD 1945
menegaskan bahwa “Pemerintah negara
Indonesia bertugas untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa” dan dalam pasal 31
ayat (1) UUD 1945 juga dinyatakan
bahwa”Setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan” dan dalam ayat (4)

menyatakan bahwa “negara
memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan
APBD untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Dalam amandemen UUD 1945, pasal 31
ayat (4) juga ditegaskan bahwa negara
mempreioritaskan anggaran pendidikan
sekurang kurangnya 20% dari APBN dan
APBD untukmemenuhi kebutuhan
penyelengaran pendidikan nasional. UU
No.20 2003, tentang sistem pendidikan
nasional dan sejumlah peraturan
perundangan terkait tidak konsisten
dengan amanat UUD 1945, oleh karena itu
dianggap telah melanggar konstitusional
dan justeru menjadi perpanjangan tangan
dari kepentingan neoliberalisme.

Sikap

Pemerintah dan rakyat Indonesia harus
cermat dan cerdas merespon arus
neoliberalisme, harus dengan tegas
“menolak neoliberalisme” dan segera
memutuskan hubungan dengan lembaga
agen neoliberalisme (WB,IMF,WTO).
Kekuatan rakyat harus bersatu melakukan
perlawanan terhadap neoliberalisme, dan
tidak melegitimasi neoliberalisme.
Indonesia adalah negara yang berdaulat,
memiliki hak untuk menentukan kebijakan
sendiri, maka pemerintah Indonesia harus
menolak liberalisasi pendidikan dan
pemerintah harus membatalkan rencana
untuk menandatangani GATS pada bulan
desember 2005

Penulis adalah Deputi Penguatan
Perempuan Federasi Serikat Petani
Indonesia (FSPI)
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Kondisi Perburuhan dalam

Arus Globalisasi

Oleh: Soetrisno

ajah dunia di era golbalisasi dirasakan oleh kaum buruh
Wdi seluruh dunia sebagai era revolusi perbudakan

modern yang menghilangkan existensi buruh sebagai
manusia. Buruh sebagai manusia ciptaan Tuhan mulai
kehilangan martabatnya. Buruh tidak dipandang dan
diperlakukan secara manusiawi. Kenyataan yang kita lihat dan
rasakan sehari-hari, buruh hanya diperalakukan sebagai alat
yang bisa digunakan kaum kapital untuk mencapai tujuannya
semata.

Hal demikian juga terjadi di Indonesia, dimana hidup dan
penhidupan kaum buruh dari waktu ke waktu tidak
menunjukkan perbaikan taraf hidup, yang terjadi justru
kebalikannya, kaum buruh mengalami degradasi sebagai
manusia.

Secara politik posisi tawar kaum buruh semakin lemah dan
dilemahkan oleh sistem yang dibuat rezim berkuasa. Secara
ekonomi kaum buruh tidak bisa menikmati hasil keringatnya
secara maksimal, karena hasil yang diterimanya tidak bisa untuk
hidup secara layak seperti yang diamanatkan konstitusi kita.
Pendapatan kaum buruh pekerja hanya sekedar tetap bisa
bertahan hidup saja. Hal ini bisa terjadi lagi-lagi oleh sistem yang
diciptakan oleh kaum kapital bersama rezim yang berkuasa.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini sudah terjadi
pergantian kepemimpinan negara di Indonesia. Mulai dari rezim
Soeharto, Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno
Putri, hingga ke Soesilo Bambang Yudhoyono. Namun belum satu
pun Presiden yang membuat kebijakan di bidang
ketenagakerjaan yang berpihak kepada kaum yang lemah, yaitu
kaum buruh/rakyat pekerja. Tetapi yang dilakukan justru
membuat kebijakan yang menguatkan posisi kapital global dan
memarjinalkan kaum buruh.

Lemahnya gerakan demokrasi yang didukung oleh organisasi-
organisasi rakyat maupun kalangan intelektual makin terlihat
setelah era reformasi berjalan 6 tahun. Sejak tahun 1998 tidak
ada langkah-langkah penyesuaian sosial maupun struktural.
Ditamgah lagi dengan desakan lembaga-lembaga internasional
yang memaksakan paket-paket kebijakan neoliberalisme. Wajar
saja bila UU No0.13/2003 tentang ketenagakerjaan dan UU
No0.2/2004 tentang PPHI jelas-jelas menganut paradigma liberal.
Peran perlindungan negara atas buruh semakin terkikis dengan
adanya konsep relasi antara buruh dan majikan yang tidak adil.

Dalam konteks gerakan buruh di Indonesia yang kita lihat
selama Orde Baru hingga saat ini menghadapi masalah pelik.
Ada tiga faktor yang membuat gerakkan buruh saat ini

mengalami involusi (mengalami keruwetan di dalam). Pertama,
selama orde baru, gerakan buruh dibungkam dan diputus sama
sekali dari sejarah panjang gerakkan buruh yang ada
sebelumnya. Rejim Soeharto secara sengaja dan sistematis
menghilangkan sejarah panjang gerakan buruh dari catatan
sejarah. Gerakan buruh kehilangan sesuatu yang teramat
penting untuk dipelajari.

Kedua, gerakan buruh status qua maupun yang independen,
sejak Orde Baru hingga saat ini tidak mendapat teladan yang
memadai tentang organisasi yyang indipenden, kuat dan
demokratis. SPSI selama Orde Baru dikontrol oleh pemerintah
sehingga sama sekali tidak demokratis secara internal.
Sementara itu muncul serikat-serikat buruh yang
independen/alternatif dipelopori dan didukukng NGO dan
gerakkan mahasiswa. Padahal NGO di Indonesia hampir seluruh
hidupnya ditopang oleh funding dari luar negeri. Hal ini
bukanlah contoh organisasi yang demokratis, bahkan tidak
jarang NGO berkontribusi dalam masalah tidak demokratisnya
sebuah serikat buruh. Dalam arti serikat buruh atau organisasi
rakyat pada umumnya malah meniru sepak terjang NGO.

Ketiga, Euforia reformasi telah membuat banyak serikat buruh
lupa diri. Mereka menganggap kondisi nasional dan global sudah
cukup kondusif untuk mengembangkan serikat buruh. Pada saat
yang sama , serikat buruh gamang menghadapi persoalan
semakin mudahnya modal berpindah mencari tempat yang lebih
menguntungkan secara ekonomis terutama untuk sektor-sektor
padat karya. Untuk memerangi fenomena ini sangat sulit
menggalang solidaritas buruh internasional.

Kedaan diatas, tentu tidak kita inginkan bersama dan tidak
bisa dibiarkan. Keadaan harus kita rubah ke arah lebih baik,
gerakkan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat
merupakan jawaban untuk dapat mendesak agar pemerintahan
yang berkuasa sekarang ini, bisa membuat kenijakan yang lebih
menonjolkan peran negara yang melindungi rakyat. Dan, jangan
ada lagi darah rakyat yang ditumpahkan atau dikorbankan
hanya untuk kepentingan kapitalis global.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang pemerintahannya
mampu membuat kebijakan yang menghargai dan menigkatkan
harkat martabat kaum pekerja sebagai manusia. Karena disadari
atau tidak “bahwa sebuah bangsa di dunia ini hidup dalam setiap
tetes keringat pekerja”. Setiap tetes keringat pekerja merupakan
pemutar roda ekonomi negara. Mereka memberikan penghidupan
bagi berjuta-juta manusia lain.

Penulis adalah Ketua Serikat Buruh Jabotabek (SBJ)
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Meretas Jalan Menuju Pertanian Berkelanjutan

pertanian, petani telah

mempraktekkan sistem sertanian
yang bersumber dari kearifan lokal.
Pengetahuan yang mereka miliki
didapatkan secara turun temurunl. Tradisi
tersebut bertahan sejak ratusan tahun
yang lalu. Sebuah tradisi untuk
mempertahankan, menghargai, menjaga
dan melindung alam sebagai sumber
penghidupan.

Kini manusia mulai menyadari kembali,
bahwa cara-cara bertani konvensional
sangat merugikan. Tanah-tanah yang
diberikan pupuk kimia secara intensif
mengalami kerusakan luar biasa. Unsur-
unsur hara berkurang drastis.

Belum lagi akibat penggunaan obat-
obatan, berbagai penyakit muncul, mulai
dari keracunan ringan hingga kanker. Air
tanah tercemar. Petani kehilangan
keragaman benih-benih lokal, dan menjadi
tergantung kepada benih-benih yang
dipasok perusahaan-perusahaan besar.
Akibat sosialnya, pemiskinan terjadi di
desa-desa. Posisi tawar petani melorot
menjadi begitu rendah.

Melihat semua itu, orang mulai
mencari-cari konsep pertanian yang lebih
ramah kepada manusia dan lingkungan.
Dan, mereka menemukannya dalam
tradisi pertanian tradisional. Dimana
petani tradisonal memandang alam
sebagai kehidupan. Semua kebutuhan
untuk bertani bersumber dan
dikembangkan dari kekayaan alam dan
keanekaragaman hayati yang ada di
sekitar mereka.

Kebiasaan pertanian tradisional sesuai
dengan konsep pertanian berkelanjutan,
seperti yang diuraikan Janri Damanik
dalam buku Pertanian Organik yang
diterbitkan Federasi Serikat Petani
Indonesia (FSPI). la memaparkan,
“Pertanian berkelanjutan adalah
pertanian ramah lingkungan yang
merupakan sistem pertanian yang tidak
hanya meniadakan pemakaian pupuk
kimia, tetapi juga mengarah kepada
sistem pertanian yang mempunyai visi
kemerdekaan dan kemandirian bagi
petani, keselarasan dengan alam dan
kesehatan manusia.”

Membangun Pusdiklat

Atas dasar konsep pertanian
berkelanjutan, FSPI sebagai organisasi
petani mulai membangun konsep
pendidikan dan pelatihan kepada para

o

J auh sebelum munculnya modernisasi

anggotanya. Langkah awal yang ditempuh
antara lain dengan membangun Pusat
Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) di
daerah Bogor. Persisnya di desa Cibeurem,
berdekatan dengan kampus Institut
Pertanian Bogor (IPB).

Dengan memanfaatkan lahan seluas
6000 meter persegi, Pusdiklat Bogor
dijadikan tempat pendidikan, pelatihan,
dan sekaligus sebagai demplot
percontohan penerapan pertanian
berkelanjutan. Selain di Bogor, FSPI
berencana membuka pusdiklat di daerah
lain yang menjadi basis-basis anggota.
“Bogor merupakan pusat dari pusdiklat-
pusdiklat yang rencananya akan kami
dirikan di berbagai serikat di tingkat
provinsi,” ujar Ali Fahmi, Deputi bidang
Pendidikan FSPI.

Ali menjelaskan, tujuan FSPI
membangun pusdiklat antara lain sebagai
tempat pendidikan untuk meningkatkan
keterampilan dan pengetahuan para
petani. Diharapkan dengan adanya
pusdiklat, bisa dihasilkan petani yang
kritis terhadap situasi apapun dan mampu
memproduksi sendiri apa-apa yang
dibutuhkannya dalam bertani. Tidak lagi
tergantung kepada perusahaan-
perusahaan penyedia pupuk, benih dan
obat-obatan.
Sehingga
terbangun
kemandirian
petani untuk

terbatas. “Kita baru bisa menampung
kira-kira 5-6 orang,” kata Putro Santoso
Kurniawan, pengelola Pusdikla FSPI.

Hal ini dibenarkan Ali, pihaknya masih
merancang kurikulum yang akan
diberikan dalam pelatihan-pelatihan.
Selain itu perlu juga penambahan fasilitas
berupa ruang-ruang diskusi dan bale-bale
untuk menginap para peserta. Karena
dengan saung yang ada sekarang (6x6
meter), seluruh kegiatan diatas belum bisa
berlaku efektif.

Tidak Dipungut Biaya

Rencana kedepannya, peserta pelatihan
tidak hanya disuguhi teknik bertani saja.
Melainkan di berikan pula materi-materi
tentang pertanian secara umum, fungsi-
fungsi keorganisasian, termasuk
persoalan-persoalan sosial, politik, dan
ekonomi. Karena para petani perlu juga
mengetahui berbagai pengetahuan,
sebagai landasan untuk menentukan sikap
bila menghadapi berbagai persoalan.

Dan yang lebih menarik lagi, FSPI tidak
memungut biaya bagi siapapun yang akan
mengikuti pelatihan. Mulai dari
penyediaan bahan-bahan yang diperlukan
hingga makan sehari-hari selama
pelatihan, ditanggung pihak pusdiklat.

“Semuanya tidak dipungut biaya,” tutur
Ali.

Keluaran yang diharapkan dari proses
pelatihan di pusdiklat antara lain, bisa
menciptakan kader-kader yang bukan
hanya terampil bertani, tetapi mampu
mengorganisir sebuah gerakan bersama.

Ali juga menekankan bahwa pusdiklat
ini sifatnya terbuka. Artinya tidak
dikhususkan bagi anggota FSPI saja.
Masyarakat umum pun boleh mengikuti
pelatihan. Walaupun tentu saja, anggota
akan tetap menjadi prioritas utamanya.
Alasannya, agar sistem pertanian
berkelanjutan ini bisa menjadi gerakan
masal. “Semakin banyak semakin baik.
Soalnya gak bisa mewujudkan kedaulatan
pangan kalau tidak berupa gerakkan
masal,” tambah Ali.

Lebih jauh lagi Ali menegaskan, petani
harus bisa menekan pemerintah untuk
membuat peraturan dan melindungi agar
pertanian bisa berkelanjutan terus
menerus. Pemerintah harus segera
membuat kebijakan tentang pertanian
berkelanjutan. “Kenapa perdagangan
pupuk kimia dan pemakaian pupuk kimia
ada aturannya, tetapi negara tidak
mengatur pertanian berkelanjutan,”
tandasnya. (cr)

Tidak Segampang Membalik Telapak Tangan

mewujudkan
kedaulatan
pangan.

Sejak di buka
pada bulan April
lalu, Pusdiklat
Bogor belum
bisa difungsikan
penuh. Hingga
saat ini fungsi
yang bisa
dijalankan
antara lain,
mengenai
pembuatan
kompos,
pangaturan
tanaman,
perencanaan
kebun, dan
pemeliharaan
tanaman. Itu
pun masih

Pupuk kimia, pestisida, herbisida, dan obat-obatan
lain, telah terbukti membahayakan lingkungan hidup
dan kesehatan manusia. Berbagai dampak negatif
dari penggunaan barang-barang tersebut sudah
sangat terasa.

Hal itu dirasakan juga oleh Jaya, petani sayuran
asal Ciampea, Bogor. Dahulu, tatkala pupuk kimia
belum banyak digunakan, tanah pertaniannya sangat
subur. Namun setelah menggunakan pupuk Kimia,
semakin hari kesuburan tanahnya semakin
berkurang.

Keadaan tersebut sangat disadarinya. Namun tetap
saja bagi petani seperti dia, tak segampang itu untuk
meninggalkan kebiasaan lama menggunakan pupuk
kimia. “Bagi petani, ya terlalu berat untuk langsung
beralih ke pupuk organik. Karena, proses
pembuatannya memerlukan tenaga kerja ekstra
sehingga biayanya menjadi lebih mahal,” ujarnya.

Selain itu, petani tidak bisa percaya begitu saja
dengan anjuran sistem pertanian berkelanjutan atau
pertanian organik. Karena sebagai petani, ia hanya
bisa percaya apabila sudah melihat hasilnya secara

langsung, alias dengan mata kepalanya sendiri.

Jadi permasalahannya bukan karena para petani
tidak tahu bagaimana bertani dengan bahan-bahan
alami. Tetapi lebih kepada sulitnya mengubah
kebiasaan lama dan ketidak percayaan kepada sistem
yang baru.

Untuk itu, diperlukan sosialisasi mengenai
pertanian berkelanjutan. “Pusdiklat ini diperlukan
sebagai salah satu jalan untuk mensosialisasikan
sistem pertanian organik (berkelanjutan),” tutur
Putro Kurniawan, pengelola Pusdiklat FSPI di Bogor.
Caranya tidak segampang membalik telapang tangan.
Perlu upayayang telaten dan terus menerus.

Disamping itu, harus ada yang bisa membuktikan
pertanian berkelanjutan tidak kalah menguntungkan
dari segi produktivitasnya. Di sini peran Pusdiklat
sebagai demplot percontohan perlu dikuatkan lagi.
Karena jika pihak yang mengkampanyekan pertanian
berkelanjutan tidak bisa membuktikan
keberhasilannya, jangan harap ada petani yang
tertarik untuk melakukannya.

(cr)



Membangun
Sekolah Bagl

Petani

wal tahun ini Federasi Serikat
APetani Indonesia (FSPI) mulai

membangun Pusat Pendidikan dan
Latihan (Pusdiklat) untuk mengembangkan
pertanian berkelanjutan atau lebih dikenal
dengan pertanian organik. Lembaga ini
dibuat untuk meningkatkan keterampilan
dan wawasan kader FSPI. Atau kata
lainnya dirancang untuk menjadi sekolah
petani. Di Pusduklat ini para petani dari
berbagai wilayah bisa bertukar
pengalaman, diskusi, praktek, dan
mendalami berbagai hal mengenai
pertanian organik. Selain itu diberikan juga
materi-materi yang sifatnya wacana umum
dan gerakan petani.

Pusdiklat berlokasi di Desa Cibeurem,
Bogor. Luasannya tidak begitu besar,
sekitar 6000 ribu meter persegi (0,6
hektar). Walaupun skalanya kecil, kebun
ini dirancang untuk menerapkan sistem
pertanian organik, dengan komoditi yang
cukup beragam mulai dari jenis-jenis
sayuran dataran rendah, buah-buahan
tropis, padi, pengolahan pupuk organik,
dan kolam ikan. Tempat ini sekaligus juga
menjadi demplot percobaan dan
percontohan penerapan sistem pertanian
organik.

Untuk mengetahui lebih dekat lagi,
Cecep Risnandar dari Pembaruan Tani
mendatangi lokasi kebun pada hari Rabu
(22/6). Di bawah naungan saung beratap
sirap dan sambil menikmati ubi rebus
hangat, kami berbincang-bincang dengan
Putro Santoso Kurniawan, pengelola
Pusdiklat FSPI. Berikut petikan
perbicangannya:

Kapan Pusdiklat ini mulai didirikan?

Langkah persiapannya dimulai sejak
awal tahun ini. Namun pembangunan fisik
dimulai sejak tanggal 1 April.

Bagaimana Prosesnya?

Begini, ide pembangunan Pusdiklat
berawal dari diskusi-diskusi di FSPI (di
sekertariat-red) tentang pertanian
berkelanjutan. FSPI sebagai serikat petani
memang sedang menggalakan sistem
pertanian organik, oleh karena itu kita
memandang perlu untuk membuat sebuah
training center yang berfungsi sebagai
tempat diskusi dan pendidikan sekaligus
juga menjadi tempat praktek penerapan
sistem pertanian organik.

Setelah mempertimbangkan berbagai hal,
kami memilih tempat di Bogor. Karena
kami menilai tempat tersebut cukup
representatif. Dalam hal ini, tempat
tersebut dekat dengan Jakarta (sekertariat
FSPI red), akses ke jalan mudah, dan
dekat dengan pusat-pusat pertanian seperti
Institut Pertanian Bogor dan litbang-
litbang pertanian.

Apa tujuan yang ingin diraih dengan
adanya Pusdiklat ini?

Pertama, membangun kepercayaan diri
petani untuk menerapkan sistem pertanian
organik. Kita memahami, sebenarnya
petani itu bisa dan tahu mengerjakan
pertanian yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan. Sebelum revolusi hijau
(pemakaian pupuk kimia, obat-obatan, dll.)
digembar-gemborkan, petani kita terbiasa
bertani dengan cara yang alami. Namun
setelah sekian lama dicekoki cara-cara
bertani konvensional yang banyak
menggunakan asupan kimia, dengan iming-
iming kepraktisan dan produktivitas tinggi,
petani menjadi enggan kembali ke sistem
alaminya.

Sekarang sistem konvensional
memperlihatkan kegagalannya, petani
semakin tidak sejahtera, berbagai hama
baru muncul, kelangkaan pupuk,
membahayakan kesehatan dan berbagai
dampak pencemaran lingkungan. Baru
mereka menyadari pentingnya sistem
pertanian yang berkelanjutan. Namun
untuk kembali ke sistem yang lama para
petani tidak mempunyai kepercayaan diri
lagi, karena sudah dicekoki cara-cara
konvensional selama bertahun-tahun.

Di Pusdiklat ini diharapkan kearifan-
kearifan petani mengenai pertanian yang
alami bisa digali kembali, yang tidak lain
merupakan sistem berkelanjutan atau
pertanian organik. Kemudian kami
berusaha menumbuhkan kepercayaan diri
petani terhadap sistem pertanian organik
itu. Salah satu caranya dengan
membuktikan bahwa pertanian organik
bukan sekedar teori tapi benar-benar bisa
diterapkan. Pusdiklat ini harus menjadi
bukti bagi petani-petani lainnya, sehingga
mereka mengerti pertanian organik yang
tidak menggunakan asupan-asupan
bahan kimia dapat diaplikasikan dan
menghasilkan.

Strategi apa yang anda tempuh
untuk mengajak petani beralih ke
sistem pertanian organik?

Sejak awal pendirian Pusdiklat, yang
kami lakukan adalah melibatkan petani
yang biasa bertani secara konvensional. Di
sini kami mencoba membuktikan teori-teori
pertanian organik yang telah ada dengan
cara mengaplikasikannya. Sehingga petani
bisa berinteraksi secara langsung. Mereka
juga diberi kesempatan untuk
mengaplikasikan pengetahuan-
pengetahuan teknik bertani ramah
lingkungan yang didapatkannya secara
turun temurun. Pengetahuan tersebut
digabungkan dengan pengetahuan-
pengetahuan pertanian organik yang kami
himpun dari berbagai sumber, baik sumber-
sumber ilmiah maupun pengalaman petani
di daerah lain.

Karena untuk merubah kebiasaan
bertani secara konvensional, tidak bisa
sekaligus. Perlu pembuktian di lapangan,
dalam tataran aksi. Setelah terbukti, baru
bisa diperkenalkan pengertian-pengertian
yang lebih menyeluruh dari sistem
pertanian berkelanjutan tersebut.

Kembali ke persoalan kebun, kegiatan
apa saja yang telah dilakukan di
Pusdiklat ini?

Hingga saat ini, kami masih membenahi
perencanaan tanaman. Lahan di sini dibagi
menjadi delapan petak. Empat petak
disediakan untuk tanaman sayur-sayuran,
satu petak untuk kolam (terdiri dari empat
kolam), penyemaian, pengolahan pupuk,
dan satu lagi untuk buah-buahan tropis
seperti pisang dan pepaya.

Sekarang kami baru menanam jenis
sayuran yang meliputi, bayam, kangkung,
seladah, caisim, patcoy, cabe, terung,
mentimun, kemangi, bawang daun, dan
tomat. Untuk tanaman pangannya jagung
dan ubi, sedangkan padi belum kami
lakukan. Kami juga sudah menyiapkan
beberapa kolam ikan, sebagian kobak-
kobak penampungan air malah sudah diisi
ikan lele. Di petak paling bawah akan
ditanam pisang, sedangkan papaya akan
ditanam di sepanjang lajur-lajur kosong.

Kami juga membuat pupuk sendiri.
Untuk bahan baku memanfaatkan limbah
ternak di sekitar lokasi seperti sekam
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ayam, dan kotoran kambing. Di sini kami
mamakai empat jenis pupuk organik yaitu,
kompos, bokasi, pupuk cair dan pupuk
mentah (kotoran hewan yang langsung
ditaburkan ke lahan).

Ada yang sudah menghasilkan?

Untuk sayuran siklus cepat, kami sudah
memanen bayam dan kangkung, sebentar
lagi caisim. Yang lainnya belum masa
panen.

Selama ini anda jual ke mana produk-
produk itu?

Untuk sementara ke pasar tradisional,
atau ke tengkulak.

Mengapa sementara, apa ada rencana
lain?

Memang. Untuk jangka panjangnya kami
berusaha menciptakan pasar alternatif.
Salah satunya dengan mengorganisir dan
membangun pengertian konsumen.
Sehingga terjalin saling pengertian antara
konsumen dan produsen. Bila sudah
terjalin diharapkan petani bisa menikmati
harga yang layak bagi produk-produknya.
Jadi petani atau kelompok tani harus bisa
menjalin hubungan dengan kelompok
konsumen.

Tapi perlu dicatat, walaupun
membangun pasar alternatif, kami tidak
akan masuk ke segmen harga premium
(mahal, eksklusif) seperti yang selama ini
dilakukan para pengusaha agribisnis.
Sebab, dengan harga premium kita tidak
akan bisa mengembangkan pertanian
organik secara masal oleh banyak orang.
Itu tidak sesuai dengan cita-cita kami
untuk merubah sistem pertanian
konvensional dengan sistem pertanian
berkelanjutan. Selain itu, jika memakai
harga premium berarti kita telah
menghilangkan kesempatan kepada orang
yang tidak mampu untuk menikmati
peroduk yang sehat. Intinya kami hanya
menginginkan harga yang lebih adil.
Marginnya tidak habis oleh para pencari
rente.

Bagaimana anda meyakinkan bahwa
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produk tersebut organik? Apakah
diperlukan proses sertifikasi?

Sebenarnya tidak perlu yang namanya
sertifikasi. Asalkan kita bisa membangun
pasar alternatif tadi. Kalau telah terjalin
saling pengertian konsumen dan produsen,
di situ dengan sendirinya terbangun
kepercayaan terhadap produknya. Untuk
meyakinkannya dalam hal ini perlu peran
organisasi.

Tapi kalau kondisinya seperti sekarang,
dimana kepercayaan belum terbangun. Kita
bisa mempersilakan konsumen untuk
melihat-lihat kebun atau belanja langsung
dari kebun.

Kapan semua fungsi Pusdiklat ini bisa
dijalankan?

Kalau untuk pembelajaran teknis
produksi seperti membuat pupuk, mengolah
tanah, mengatur tanaman, pemeliharaan
dan pengendalian hama, sudah bisa
dimulai saat ini juga. Tapi kalau untuk
pertanian organik secara lebih luas lagi
saat ini belum bisa. Ada beberapa fasilitas
yang masih kami persiapkan seperti,
tempat diskusi, dan bale-bale untuk
menginap yang bisa menampung banyak
orang. Saat ini hanya tersedia bale-bale
seluas 6x6 meter, terdiri dari dua ruang.
Paling-paling cukup untuk 5-6 orang.

Bagaimana tanggapan masyarakat
sekitar dengan kehadiran Pusdiklat?
Karena masih berdekatan dengan
lingkungan kampus, kami pernah
menerima mahasiswa Sekolah Tinggi
Penyuluhan Pertanian Bogor (STTP).
Mereka melakukan praktek mengenai
pertanian organik. Ada juga dosen IPB
yang berkunjung, setelah tahu ini milik
serikat tani, ia merekomendasikan kepada
beberapa mahasiswanya untuk datang ke
Pusdiklat. Sekarang kami juga kedatangan
mahasiswa program doktoral (S3) yang
sedang meneliti “persepsi petani mengenai
pertanian organik”. Sedangkan dari
masyarakat umum, kami sering
kedatangan orang-orang yang ingin
membeli sayuran langsung di tempat, atau

sekedar jalan-jalan saja. ®
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Perempuan Semakin Terjepit di Tengah Konflik Agraria

belahan dunia. Seperti halnya di Indonesia, konflik agraria telah

berlangsung sejak berkuasanya pemerintahan kolonial. Ini menjadi titik
awal beralihnya penguasaan tanah oleh rakyat ke tangan penguasa dan terjadinya
ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia. Hal itu
dikemukakan Wida Tarigan dalam sebuah makalahnya kepada Pembaruan Tani.

Wilda menjelaskan, persoalan ketidakadilan agraria semakin tinggi ketika orde
baru berkuasa. Rezim ini sangat mendukung usaha pertambangan dan perkebunan
yang mengandalkan modal besar dan memakan lahan yang luas. Bahkan dari
tahun ke tahunnya berusaha untuk melakukan perluasan tanah perkebunan.
Tanah adat dan tanah rakyat menjadi korbannya. Kawasan hutan yang
dicadangkan untuk lahan pertanian dan konservasi alam, juga dikuasai oleh
perusahaan perkebunan.

Sementara itu perjuangan rakyat untuk mengambil kembali tanah pertaniannya,
harus berhadapan dengan tekanan aparat negara. Pihak berwenang malah berdiri
di belakang kepentingan pihak perkebunan. Negara yang seharusnya berperan
melindungi rakyat, justeru menjadi pihak yang melegitimasi perampasan terhadap
lahan- lahan rakyat.

Dalam praktek-praktek penyerobotan lahan milik rakyat, petani perempuan
menempati posisi yang paling dipinggirkan. Padahal secara historis, peran
perempuan dalam dunia pertanian sangatlah besar. Justru dengan campur tangan
rezim orde baru, sektor perkebunan telah meminggirkan kehidupan perempuan
dari pertanian.

Selanjutnya menurut Wilda, perempuan mengalami tiga proses diskriminasi.
Pertama, secara budaya (faham patrilineal), perempuan telah mengalami
diskriminasi dalam penguasaan dan kepemilikan lahan. Hak kepemilikan lahan
diutamakan bagi laki-laki, sedangkan perempuan hanya sebagai pengelola.
Padahal perempuan mengerjakan lahannya untuk kelangsungan kesejahteraan
keluarga, disamping peran sebagai istri dan ibu.

Kedua, perempuan semakin mengalami diskriminasi oleh kebijakan pemerintah

Q EDISI 19 - TAHUN IV. MEI-JUNI 2005

Konflik agraria merupakan masalah yang banyak dialami petani di berbagai

terhadap pengembangan perkebunan. Kebijakan ini telah mengusir perempuan
dari tanah pertanian yang selama ini dikelolanya. Perempuan desa tergusur dari
dunia pertanian menjadi pekerja di perkebunan. Mereka didorong untuk menjadi
pekerja di pabrik pengolahan hasil perkebunan dengan upah yang tak layak.

Dalam perjuangan petani untuk merebut kembali tanah-tanah yang dirampas,
perempuan selalu terlibat, bahkan bila terjadi bentrokan dengan aparat (Brimob)
berada dalam baris terdepan. Seperti yang dituturkan Boru Manurung seorang
petani perempuan dari Asahan di Sumatera Utara. Beberapa waktu lalu tanahnya
akan digusur secara paksa, bersama-sama dengan perempuan lainnya ia berdiri di
garda depan, dengan lantang berteriak, “Bila Brimob masuk ke lahan, saya dengan
emak-emak (ibu-ibu) lain akan menghadang, taktik kami, bila mereka mendekat
akan kami buka baju sambil teriak, kalo tanah itu sama dengan perempuan,
sumber hidup, jadi sama juga dengan emak mereka yang melahirkan mereka. Jadi,
kalo berani menginjak hak milik tanah kami, berarti juga memperkosa emak
mereka.”

Ketiga,kebijakan pemerintah terhadap sistem pertanian tradisional menjadi
pertanian konvensional semakin menghilangkan peran kebudayaan petani
terutama peran petani perempuan dalam mengelola lahan. Pertanian konvensional
memaksa perempuan untuk mengenal teknologi berbeda yang cenderung maskulin
tersebut.

Mengenai posisi perempuan dalam pertanian dewasa ini, Wilda menyatakan,
“Perempuan kehilangan haknya terhadap penguasaan bibit yang telah berlangsung
dari generasi ke generasi. Kebudayaan petani yang sangat memperhatikan
keselarasan alam dan harmoni sosial dalam mengelola pertaniannya, hampir
punah. Keadaan ini yang harus direkontruksi kembali sebagai bagian dari upaya
untuk membangun pertanian yang berwawasan lingkungan dan mengembalikan
sistem pengelolaan agraria yang arif.”

Perempuan mengalami berkali-kali proses peminggiran dalam pertanian hanya
karena perbedaan jenis kelamin. Atas dasar itu hak-haknya sebagai petani
perempuan direntas. (wit)
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Membuat Sirup dan Sari Buah untuk

Industri Rumah Tangga

arna buah cepat sekali berubah oleh pengaruh
Wfisika misalnya sinar matahari dan

pemotongan, serta pengaruh biologis (jamur)
sehingga mudah menjadi usuk. Oleh Kkarena itu
pengolahan buah untuk memperpanjang masa impannya
sangat penting. Buah dapat diolah menjadi berbagai
bentuk minuman seperti anggur, sari buah dan sirup
juga makanan lain seperti manisan, dodol, keripik, dan
sale.

Sari buah adalah cairan yang dihasilkan dari
pemerasan atau penghancuran buah segar yang telah
masak. Pada prinsipnya dikenal 2 (dua) macam sari
buah, yaitu :

1) Sari buah encer (dapat langsung diminum), yaitu
cairan buah yang diperoleh dari pengepresan daging
buah, dilanjutkan dengan penambahan air dan gula
pasir.

2) Sari buah pekat/Sirup, yaitu cairan yang dihasilkan
dari pengepresan daging buah dan dilanjutkan dengan
proses pemekatan, baik dengan cara pendidihan biasa
maupun dengan cara lain seperti penguapan dengan
hampa udara, dan lain-lain. Sirup ini tidak dapat
langsung diminum, tetapi harus diencerkan dulu dengan

Alat

1) Pisau

2) Panci email

3) Parutan kelapa

4) Pengaduk

5) Tungku atau kompor

6) Botol dan tutup yang sudah sterilkan
7) Kain saring atau kain blacu

8) Corong

9) Baskom

Cara Pembuatan
1.Pilih buah yang telah tua, segar dan masak lalu cuci;
2. Potong buah menjadi 4 bagian;
Khusus untuk buah pala sebelum dipotong-
potong kukus dahulu selama 10 menit.
Keringkan bijinya untuk dijual sebagai
rempah-rempah.
3. Parut buah hingga menjadi bubur;
Untuk jeruk peras airnya
4. Tambah air, gula pasir, natrium benzoat, asam sitrat
dan garam dapur;
Perbandingan sari buah dengan air adalah

sebagai bahan pembuatan dodol, selai, dan lain-lain;
8.Masukkan botol yang telah ditutup rapat dalam air
mendidih selama 30 menit;

9.Angkat botol dan segera dinginkan.

Selanjutnya pengerjaan untuk pembuatan sirup
(10-11):

10. Panaskan campuran pada pengerjaan nomor 5 hingga
mendidih dan biarkan sampai agak mengental;

11. Dalam keadaan panas, saring hasilnya. Setelah
dingin segera masukkan dalam botol. Endapannya bisa
langsung digunakan sebagai selai

Diagram Alir Pembuatan Sirup dan Sari Buah

air (1 bagian sirup dengan 5 bagian air).

Buah-buahan yang sering diolah menjadi sari buah
atau sirup antara lain : pala, pisang, jambu biji, mangga,
markisa, nangka, jahe,
asam, hampir semua jenis jeruk, dan lain-lain. Sari buah

sirsak, wortel, tomat, kueni,
atau sirup buah dapat tahan selama 3 bulan.

Bahan
1) Buah segar ???5 kg

sebagai berikut :

sirsak, kueni,

- Buah pala, pisang, jambu biji,

mangga,

markisa, nangka (untuk 1
liter sari buah campur dengan 3 liter air)
- Buah jeruk ?(untuk 1 liter sari buah

campur dengan 1% liter air)
- Buah wortel, tomat, jahe, asam (untuk 1
liter sari buah campur dengan 2 liter air)

5.Aduk sampai rata.

2) Gulapasir (khusus untuk sirup 1 ¥4 kg) 125 gram

3) Asam sitrat 3 gram/liter sari buah
4) Natrium benzoat 1 gram

5) Garam dapur 20 gram

6)Air secukupnya

Pasar Bebas

Tejo Pramono

pa yang terpikir ketika anda
Amendengar kata “pasar”? Mungkin

yang terlintas adalah keributan
luar biasa, para pedagang dan makelar
berteriak kencang bersahutan. Kalau
sedang ramai, adakalanya mereka saling
dorong dan saling sikut.

Jika tak terbiasa, anda bisa dibikin
pusing tujuh keliling. Barang dagangan
bergerak dengan cepat dari satu tangan ke
tangan lainnya dari satu truk ke truk lain,
gerobak berseliweran. Pokoknya pikiran,
mata, tangan, dan badan harus cekatan.
Salah hitung sedikit, pasti buntung.

Orang cerdik dan orang licik
berkompetisi saling mengakali. Orang
bilang di pasar tak ada kemanusiaan,
apalagi belas kasih, semuanya dujual. Tak
ada urusan dengan moral. Di mana-mana
pasar bicara untung, titik!

Pernah kawanku berjualan ayam potong
di pasar. Untuk modal, dipinjamnya sana
sini. Sebagai pemain baru mulailah dia
belajar. Sebab pasar memang mirip rimba
belantara, untuk menguasainya harus

Selanjutnya pengerjaan
buah (6-9):

untuk pembuatan sari

6.Saring campuran dengan menggunakan kain saring;

7.Masukkan hasil saringan ke dalam botol dan tutup
rapat. Endapan hasil penyaringan dapat digunakan

kenal sama serigala, lipan, kalajengking,
ular, dan musang. Meski tak jarang ada
serigala tampil seperti domba, lipan
terlihat seperti ranting kering saja, ular
berbisa menampakkan warna kulit yang
indah.

Karena kepingin untung besar, kawanku
menitipkan ratusan ayam potongnya ke
seorang pengepul. Kata pengepul, “Kalo
mau untung besar jangan minta bayaran
sekaligus, tapi harus berani kasih kredit.”
Singkat cerita, sepakatlah dia. Satu hari
berlalu, seminggu, sebulan, sampai satu
tahun berlalu, si pengepul tak setor-setor.
Akhirnya bablas angine, hutang tinggal
hutang bayaran tak kunjung datang.

Namun zaman memang sudah edan,
banyak ahli agribisnis mengatakan bahwa
pertanian harus berorientasi pasar agar.
Inilah pikiran sontoloyo yang mencekoki
para petani. Banyak petani rugi karena
patuh pada nasehat konyol ini. Katanya
harga cabe tiga bulan lagi bagus, eh
nyatanya begitu panen harganya jeblok.
Akhirnya sawah pun tergadai untuk
membayar hutang.

Itu pasar tradisional, beda lagi dengan
pasar modern. Di pasar modern
pedagangnya tidak perlu teriak-teriak,
sopan-santun dijunjung tinggi. Sebagai
ganti tenggorokan, dipasangnya iklan

melalui radio, koran atau televisi. Inilah
yang disebut promosi. Tapi toh pesannya
tetap sama, untung, untung dan untung. D
sini orang membeli bukan karena kualitas
atau harganya tapi karena iklannya.
Wabh....wah....wah.

Ada lagi yang lebih edan, pasar modal
namanya. Saham perusahaan diperjual
belikan, kenaikan harganya dinilai tiap
menit. Lha, mana bisa harga saham
berfluktuasi tiap menit. Perusahaan besar
itu kan karyawannya banyak dan
jualannya banyak, bagaimana mungkin
menghitung peningkatan penjualannya
dalam hitungan menit. Itu sih judi.
Anehnya ada Iho kiyai yang suka ke
tempat judi seperti ini. Bahkan ada saham
syariah di tempat judi modern itu. Apakah
mungkin bursa saham itu akan dijadikan
tempat judi Islami?

Tapi itu belum seberapa, ada yang super
edan lagi, namanya pasar bebas.
Pendukungnya orang pintar, elit, pejabat
dan para intelektual. Katanya, biar
Indonesia maju kita harus nyemplung ke
pasar bebas. Namun percayalah itu semua
bohong belaka, alih-alih maju, setelah
neyemplung pastilah kita tenggelam di
dalamnya.

Biarlah, yang edan tetap edan. Moga-
moga gusti Allah mengazabnya. Nah,
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bekerjasama dengan Swiss Development Cooperation, 1993.
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bagaimana dengan sikap kita?
Jawabannya jangan ikut-ikutan mereka.
Bangsa Indonesia bisa maju,
berkebudayaan dan berperadaban tinggi
asalkan kita nggak ikut-ikutan nyemplung
di pasar bebas. Pasar harus diatur, agar si
kaya tidak pongah dan serakah.

Hidup kita jadi susah karena banyak
tipu baik yang kasar ataupun yang halus
seperti di pasar itu. Kita ini telah diberkati
Tuhan dengan, tanah yang subur, hasil
bumi yang melimpah dan warisan
kebudayaan yang tinggi dan
beranekaragam. Di Sumatera ada empek-
empek, di bumi Parahyangan ada karedok
dan bajigur, di Jawa ada pecel dan rujak
petis, di Lombok ada ayam taliwang, konro
dan coto makasar di Sulawesi serta masih
banyak lainya. Itu adalah kebudayaan kita
sendiri yang tinggi, yang diolah dari
kekayaan alam kita sendiri. Belum lagi
kita bicara sandang, entah berapa
jumlahnya jenis pakaian adat kita ini.
Juga banyak lagi jenis rumah di sepanjang
zamrud khatulistiwa ini.

Sepanjang kita tidak bermental inlander,
minder warged, kita akan jadi bangsa
besar. Ingat Bung Karno pernah bersabda,
“Kita harus berdaulat dalam politik,
berdikari dalam ekonomi dan
berkepribadian dalam kebudayaan.”

o
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Ribuan Petani Tuntut Cabut Perpres 36/2005

aliansi rakyat menolak Perpres 36/2005, berunjuk

rasa di depan Istana Negara. Mereka menuntut
pemerintah untuk segera mencabut Perpres 36/2005. Aksi
tersebut didukung juga oleh para aktivis, pemuda dan
mahasiswa. Jalannya unjuk rasa sempat mendapat
perhatian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketika itu Presiden sempat melihat dengan menurunkan
kaca mobilnya ketika melintasi masa yang berjarak sekitar
50 meter.

Setelah berorasi di depan istana kepresidenan, masa
bergerak ke arah bundaran Hotel Indonesia. Disana
mereka melakukan orasi lagi. Dari bundaran HI, masa
yang kebanyakan petani dari daerah Jawa Barat itu,
menuju komplek MPR/DPR RI. Di sana mereka meminta
wakil rakyat untuk membuktikan keberpihakannya kepada
petani dengan mendesak pemerintah untuk mencabut
Perpres tersebut.

“Kami menuntut kesetiaan wakil-wakil rakyat kita,

Rabu (29/6), ribuan petani yang tergabung kedalam

buktikan bahwa anda berpihak kepada kami. Cabut
Perpres 36/2005!” Seru Agustiana, Sekjen Serikat Petani
Pasundan (SPP) dalam orasinya. Tuntutan para petani
mendapat tanggapan dari beberapa anggota dewan.
Sebagian anggota dewan menyatakan akan mendesak
pemerintah untuk merevisi Perpres. Namun di tolak masa
aksi, mereka menuntut agar Perpres tersebut dicabut.

Ketua Fraksi PDIP, Tjahyo Kumolo menyatakan
fraksinya akan meminta pemerintah meninjau ulang
Prerpres dan mendesaknya untuk dicabut. Hal senada
dikemukakan oleh Sony Keraf, anggota Fraksi PDIP. la
menyatakan komitmenya untuk membela para petani dan
akan mendesak pemerintah untuk mencabut perpres
tersebut.

Suripto dari fraksi PKS, menyatakan hal yang sama.
Dirinya menyerukan agar Perpres 36/2005 di cabut. la juga
berjanji akan mengusulkan kepada fraksinya agar
mengubah sikapnya dari meninjau kembali menjadi opsi
pencabutan. (cr)
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Harga Kopi Naik, Petani Belum Tentu Untung

awalnya 4-5 ribu rupiah per kilogram menjadi 8-9

ribu rupiah per kilogram. Bagi para petani Lampung,
tentunya ini merupakan angin segar. Karena sebagian besar
tanaman kopi di Lampung diusahakan dalam bentuk
perkebunan rakyat. Namun kenyataannya tidak demikian.
Harga yang melambung tinggi belum mampu mendongkrak
pendapatan petani.

Muhlasin, pengurus Serikat Petani Lampung (SPL)
memaparkan bahwa dengan meningkatnya harga jual kopi
saat ini, belum tentu mendatangkan keuntungan bagi
petani kopi. Alasannya, kenaikan harga kopi tersebut tidak
setara dengan kenaikan kebutuhan hidup dan pupuk akibat
kenaikan bahan bakar minyak.

Apalagi ditambah harga pupuk yang semakin tinggi,
karena kelangkaan pupuk akibat permainan di tingkat
broker. Sebenarnya kelangkaan pupuk biasa terjadi disaat
petani membutuhkannya. Karena didorong kebutuhan yang
mendesak untuk memupuk tanamannya, petani mau tidak
mau harus membeli dengan harga yang tinggi.

Muhlasin memperkirakan, kenaikan harga kopi saat ini
lebih disebabkan oleh faktor cuaca. Dimana panen banyak
yang gagal, dan kopi suplay berkurang. Dengan cuaca
seperti ini (banyak turun hujan), petani yang biasanya
mendapatkan hasil 1-1,2 ton per ha, kini hanya bisa
mendapat 0,5 ton. “Jadi, kenaikan harga kopi disebabkan
kelangkaan barang akibat produktivitas petani kopi secara
keseluruhan menurun. Bukan karena sebab-sebab
permanen, misalnya kualitas yang semakin baik,” ujar dia.

Menurutnya kenaikan semacam itu tidak akan
berlangsung lama. Jadi tidak akan menolong banyak
terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Untuk
meningkatkan pendapatan petani, diperlukan peningkatan
kualitas selain kuantitasnya. Namun dengan keterbatasan
modal dan teknologi, petani tidak mampu mendongkrak
kualitas.

Dalam hal ini, diperlukan peran dari pemerintah untuk
menyuntikan teknologi sampai ke tingkat petani dan
mengeluarkan kebijakan yang kondusif bagi pertanian
rakyat. Karena bila mengandalkan petani sendiri, banyak
kendala yang dihadapinya.

Misalnya, untuk peningkatan kualitas. Faktor yang lebih
dominan dalam meningkatkan kualitas kopi terletak pada
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B aru-baru ini harga kopi ditingkat petani naik, dari

proses pengolahannya. Sebagai contoh, ada petani yang
hasil panennya 70% berupa kopi merah (kualitas buah
paling baik), namun proses penjemurannya berlangsung
lama karena cuaca yang tidak mendukung. Akibatnya biji
kopi menjadi gelap, kualitas beras kopinya turun drastis.
Padahal kopi yang telah matang atau berwarna merah saat
dipetik merupakan kopi yang kualitasnya baik.

Jadi, petani sebenarnya memerlukan teknologi untuk
mengolah hasil panen kopinya hingga menjadi beras kopi
tanpa harus terpengaruh oleh keadaan cuaca. Hal ini bisa
dilakukan dengan menyediakan alat pemanas buatan.
Permasalahannya, petani tidak mampu untuk membeli
teknologi semacam itu.

Sedangkan untuk masalah penurunan produktivitas,
selain faktor alam yang disebutkan diatas, ternyata kondisi
lahan sangat berpengaruh pada penurunan hasil panen.
Berdasarkan pengalaman petani-petani kopi, Muhlasin
memaparkan, sepuluh tahun lalu produktivitas tanaman
kopi di Lampung sangat tinggi. Hasil panennya bisa
mencapai 2 ton per ha, tanpa perlakuan pemupukan.
Namun setelah revolusi hijau, dimana pupuk kimia
merajalela, dari tahun ketahunnya kesuburan tanah
semakin berkurang.

Akibatnya, lahan menjadi tergantung pada asupan pupuk
dari luar. Dan, tanah yang sudah tergantung kepada pupuk
kimia semakin hari kesuburannya semakin rendah. Ujung-
ujungnya, produktivitas tanaman menjadi turun. Hingga
saat ini untuk mendapatkan 1 ton per ha sangat sulit.
Bahkan bila cuacanya buruk produktivitasnya hanya
mencapai 0,5 ton per ha.

Atas dasar itu, banyak petani yang tergabung dalam SPL
melirik sistem pertanian organik. SPL sendiri, tutur
Mubhlasin, pernah mengadakan pendidikan pertanian
organik kepada para petaninya. Para petani percaya sistem
pertanian organik bukan sekedar omong kosong. Karena di
kalangan petani kopi sendiri sudah ada yang
menerapkannya dan mendapat hasil yang sangat bagus.

Muhlasin mencontohkan, seorang petani kopi di
Tanggamus namanya Sukarno namun lebih terkenal dengan
sebutan Karno Lampung (KL), mengawali pembukaan lahan
kopinya di lahan kritis. Dia tidak menggunakan pupuk
kimia untuk memupuk tanamannya. Hasilnya, dia bisa
memanen kopi lebih dari 2 ton per ha. (cr)
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Busung Lapar Akibat
Kebijakan Keliru

ahidjan, Sekjen Serikat Tani Nusa Tenggara
WBarat (Serta NTB) mengecam kekeliruan

pemerintah dalam kasus busung lapar yang
tengah merebak di NTB. “Busung lapar tidak berdiri
sendiri, melainkan akibat kemiskinan yang disebabkan
kebijakan pemerintah daerah yang keliru,” ujarnya.

Menurutnya, kemiskinan di NTB memperlihatkan
wajah buruknya dalam bentuk merebaknya penderita
busung lapar. Akibat kebijakan pemerintah yang tidak
memihak kepada rakyat, berbagai upaya pembangunan
yang dijalankan malah merugikan rakyat kecil.

Sebagai contoh, dalam membangun industri
pariwisata, pemerintah NTB berencana mendirikan
bandara bertaraf internasional. Namun dalam
pelaksanaannya, banyak tanah dan lahan petani
digusur. Ganti rugi yang diberikan pemerintah sangat
tidak sebanding dengan kehilangan yang mereka derita.

Dengan kebijakan seperti itu berlangsung terus
menerus, akibatnya kaum tani di pedesaan kehilangan
alat-alat produksi. Mereka terpaksa menjadi buruh atau
kuli kontrak. Sebagian lagi lari ke kota-kota untuk
mengadu nasib, bahkan sebagian lagi menjadi TKI ke
luar negeri.

Bagi mereka yang mengadu nasib di kota nasibnya
jauh lebih buruk. Mereka tinggal di tempat-tempat
kumuh. Akibat kemiskinan yang akut, kebutuhan
pangannya tidak tercukupi. Hal ini berdampak besar bagi
anak-anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan.
Salah satu adalah busung lapar.

Pemerintah baru melakukan langkah-langkah
penanggulangan, setelah beritanya tersebar di berbagai
media. Wabhidjan menilai, langkah yang diambil
pemerintah hanya berupa langkah sementara, tidak
menyentuh akar persoalannya yaitu kemiskinan.

Untuk memberantas kemiskinan, khususnya bagi
kaum tani di pedesaan, reforma agraria merupakan
langkah pertama yang harus dilakukan. Hanya dengan
langkah tersebut, petani di pedesaan bisa mendapatkan
kembali faktor-faktor produksinya.

“Selama ini pembangunan yang dilakukan pemerintah
setempat tidak memperhatikan sektor agraria,” ujar
Wabhidjan. Pemerintah lebih sibuk membangun
infrastruktur yang sifatnya memudahkan investasi asing.
Sedangkan pembangunan irigasi untuk pertanian malah
ditelantarkan.

Untuk itu Serta NTB, akan mengkampanyekan
mengenai kebijakan pemerintah yang keliru dan
menyerukan untuk segera menghentikan investasi.
Wahidjan menekankan, bahwa menolak investasi itu
jangan disamakan dengan menolak pembangunan. Tapi
harus diartikan sebagai tuntutan pembangunan yang
tidak menghilangkan alat produksi rakyat. Tidak seperti
saat ini, dimana pembangunan lebih mengutamakan
industri yang lapar lahan (memerlukan lahan yang luas,
red). Apalagi industri tersebut hanya menguntungkan
segelintir orang saja.

Dalam jangka pendek Serta NTB tengah memobilisasi
bantuan tingkat nasional bekerja sama dengan Federasi
Serikat Petani Indonesia (FSPI) dan membangun posko
peduli untuk penanggulangan busung lapar. Selain itu
akan melakukan kampanye terbuka mengenai akar
permasalahan busung lapar.

Jangka panjangnya, Serta NTB akan membuat
perlindungan yang menyeluruh bagi petani dari
ancaman penggusuran oleh industri yang lapar lahan.
Menggalang kekuatan petani baik kedalam maupun ke
luar organisasi. (cr)



